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       Skripsi yang berjudul ”Analisis Hukum Islam dan Perda No. 7 Tahun 2012 
Terhadap Pembayaran Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Loak/Unggas Sidoarjo” 
merupakan hasil penelitian lapangan untuk menjawab pertanyaan: Bagaimana praktik 
pembayaran retribusi pelayanan pasar di Pasar Loak/Unggas Sidoarjo? Bagaimana 
analisis Hukum Islam dan Perda No 7 Tahun 2012 terhadap pembayaran retribusi 
pelayanan pasar di Pasar Loak/Unggas Sidoarjo? 
       Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 
dokumentasi, observasi dan, wawancara (interview). Selanjutnya data disusun dan 
dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis, yakni tentang praktik 
pembayaran retribusi pelayanan pasar oleh Unit Pelayanan Teknis (UPT) Pasar 
Sidoarjo kepada pedagang pasar Loak/unggas Sidoarjo di pasar Loak/Unggas 
Sidoarjo, kesimpulan diambil melalui komparatid dan deduktif. 
       Dalam penelitian dapat disimpulkan bahwa praktik pembayaran retribusi 
pelayanan pasar di pasar Loak/Unggas Sidoarjo. Setiap hari UPT memungut retribusi 
pelayanan pasar jam 08.00 sampai selesai. Setelah itu upt pasar memberikan hak 
pedagang izin menempati stand, dan memperoleh pelayanan kebersihan dan pelayanan 
keamanan. Tetapi pada hari minggu pelayanan kebersihan libur namun pembayaran 
retribusi pelayanan pasar masih dilakukan. Apabila dilihat dari rukun dan syarat ija>rah 
praktik pembayaran retribusi pelayanan pasar pada hari minggu tidak sah bagi 
pemungut retribusi, karena salah satu rukun ija>rah belum terpenuhi. Sedangkan 
berdasarkan Perda No 7 Tahun 2012 praktik pembayaran retribusi pelayanan pasar 
pada hari minggu tidak sesuai atau melanggar pasal 22 ayat (1) point b. 
       Pada akhir penulisan skripsi ini, penulis menyarankan dengan adanya perda no 7 
Tahun 2012. Supaya lebih meningkatkan pengembangan dan pelayanan kepada 
masyarakat (para pedagang) sehingga tidak ada keraguan dan kejanggalan terhadap 
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A. Latar Belakang Masalah 
       Di dalam negara kesatuan Republik Indonesia, pemerintah membagi atas 
daerah-daerah dan daerah-daerah provinsi terdiri atas kabupaten dan kota. Tiap 
daerah tersebut mempunyai kewenangan mengatur sendiri pemerintahannya. 
Pemerintah daerah meningkatkan pemerintahan tersebut. Pemerintah daerah 
mengenakan pungutan kepada masyarakat . berdasarkan Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selama ini pungutan daerah yang berupa 
retribusi dan pajak diatur oleh Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang 
pajak daerah retribusi daerah sebagaimana telah diubah dengan undang-undang 
nomor 34 tahun 20001 dan telah diubah dengan undang-undang nomor 28 tahun 
2009. 
       Perbedaan pajak dan retribusi. Pajak adalah iuran dari rakyat/ penduduk 
kepada kas negara atau dengan kata lain peralihan sebagaian kecil hasil kekayaan 
dari sektor swasta ke pemerintah berdasarkan Undang-Undang. Sedangkan 
retibusi merupakan pembayaran wajib dari penduduk kepada negara karena adanya 
jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara perseorangan.2 
       Sedangkan sesuai dengan ketentuan undang-undang nomor 28 Tahun 2009 di 
Indonesia saat ini penarikan retribusi hanya dapat dipungut oleh pemerintah 
daerah. Hal ini membuat retribusi yang dipungut di Indonesia adalah retribusi 
                                                          
1  http://www.google.co.id./search=apa-latar-belakang-lahirnya-uu-28-tahun-2009-tentang-pajak-
daerah-dan retribusi-daerah.html acses8 Agustus 2017 





daerah. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai atas jasa atau pemberian 
izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah 
untuk kepentingan orang pribadi atau badan.3Jasa adalah kegiatan pemerintah 
daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau 
kemanfaatan lainnya, yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. Ketika 
seseorang ingin menikmati jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah maka ia 
harus membayar retribusi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang ada. 
       Tidak semua jasa yang diberikan oleh pemerintah dapat dipungut retribusinya, 
tetapi hanya jenis jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial ekonomi 
layak dijadikan sebagai obyek retribusi. Jasa tertentu tersbut dikelompokkan 
kedalam tiga golongan, yaitu jasa umum, jasa usaha dan perizinan tertentu.hal ini 
membuat objek retribusi terdiri dari tiga kelompok jasa sebagaimana disebut 
dibawah ini. 
1. Jasa umum, yaitu jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah 
untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dinikmati oleh pribadi 
atau badan. 
2. Jasa usaha, yaitu jasa yang disediakan oleh pemerintahdengan menganut 
prinsip-prinsip komersial Karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh 
sector swasta. 
3. Perizinan tertentu, yaitu kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka 
pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk 
pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, 
                                                          





pemanfaatan ruang,penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana 
atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga 
kelestarian lingkungan.4 
      Dalam ajaran Islam, aktivitas ekonomi tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai 
dasar yang telah ditetapkan dalam al-Quran, hadist nabi dan sumber-sumber ajaran 
Islam lainnya. Islam erat dengan nilai-nilai yang mendorong manusia untuk 
membangun ekonomi mereka yang tercermin dalam anjuran disiplin waktu, 
memelihara waktu, memelihara harta, nilai kerja, meningkatkan produksi, 
menetapkan konsumsi, dan juga perhatian Islam terhadap Ilmu pengetahuan.5 
      Berdasarakan penjelasan diatas retribusi pelayanan pasar masuk dalam jenis 
jasa umum. Perjanjian retribusi ini terdapat beberapa pihak yakni pihak yang 
pertama adalah pihak yang membayar retribusi(pemilik toko)dan pihak kedua 
orang yang menerima retribusi (dinas pasar). Didalam perjanian ini bisa dikatakan 
menurut islam termasuk akad ija<rah. 
       Ija<rah biasa juga disebut sewa, jasa atau imbalan, adalah akad yang dilakukan 
atas dasar suatu manfaat dengan imbalan jasa. Ija<rah adalah istilah dalam fiqih 
Islam dan berarti memberikan sesuatu untuk disewakan.6 
       Ija<rah berasal dari kata al-ajru yang berarti al-iwadhu (ganti). Dari sebab itu 
al-ta<wab (pahala) dinamai ajru (upah). Ija<rah adalah suatu transaksi sewa menyewa 
                                                          
4  Ibid, 38. 
5  Idri. Hadist Ekonomi (ekonomi dalam perpesktif hadist nabi). (Surabaya: UIN Sunan Ampel 
press.2014) 4. 





antara pihak penyewa dengan mempersewakan sesuatu harta atau barang untuk 
mengambil dengan harga tertentu dan waktu tertentu.7 
        Ulama fiqh bersepakat atas legalnya akad ija<rah kecuali Abu Bakar al-Asham, 
Ismail bin Ulayyah, Hasan Basri, al-Qasyani, an-Nahrawani, dan Ibnu Kaisan. 
Mereka melarang akad ini karena ija<rah menjual manfaat padahal manfaat-manfaat 
tersebut tidak pernah ada saat melakukan akad, hanya dengan berjalannya waktu 
akan terpenuhi sedikit demi sedikit. Sesuatu yang tidak ada, tidak dapat dilakukan 
jual beli atasnya. Sebagaimana tidak boleh menggantungkan jual beli pada masa 
akan dating. Hal ini dibantah oleh Ibnu Rusyd bahwa manfaat tersebut tidak ada 
saat akad, tetapi secara umum dapat tercapai. Syariat hanya memperhatikan 
manfaat-manfaat yang pada umumnya tercapai ini atau manfaat antara tercapai 
dan tidaknya seimbang8 
       Mayoritas ulama memperbolehkan akad ija<rah dengan dalil al-Quran  
Dalam QS al-T{ala<q ayat 6 
َّ نُهوُنِكۡس
َ
أََّّ  نُكَّنوَإَِّ َّۚ  نِهۡي
َلَعَّ
ْ
اوُِق يَُضِلَِّ  نُهو ُّٓراَُضتَّ
َ
لََوَّ ۡمُكِدُۡجوَّنِ  مَّمُتنَكَسَُّثۡيَحَّۡنِم
ََّفَّۡمُكَلََّنۡعَضرۡ
َ




















Artinya :Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal 
menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk 
menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah 
ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya 
hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-
anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan 
musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika 
                                                          
7  Saiful jazil. Fiqh muamalah (sidoarjo: CV cahaya intan XII. 2014)  127. 





kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak 
itu) untuknya (Qs.al{-t{ala<q:6).9 
 
Juga dalam surat al-Qas{as{ 26-27 
َّۡتَلَاقَََِّّتب
َ





























أَّٓاَمَوَّ َكِدنِعٱَُّ  للَََّّّنِمٱََّيِِحل َٰ  صلَّ٢٧ََّّ
 
Artinya: Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia 
sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang 
paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang 
kuat lagi dapat dipercaya"(QS al-Qas{as{ 26). 
Berkatalah dia (Syu´aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan 
kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu 
bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun 
maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak 
memberati kamu. Dan kamu Insya Allah akan mendapatiku termasuk 
orang-orang yang baik" (QS al-Qas{as{ 27).10  
      Secara terminologi perlu dikemukakan pendapat para ulama’, antara lain: 
1. Menurut Ali al-Khafif, ija<rah adalah transaksi terhadap sesuatu yang 
bermanfaat dengan imbalan. 
2. Menurut ulama’ syafi’iyah, ija<rah adalah transaksi terhadap sesuatu manfaat 
yang dimaksud, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan 
imbalan tertentu. 
3. Menurut ulama’ malikiyah dan hanabilah, ija<rah adalah pemilikan suatu 
manfaat yang diperbolehkan dalam waktu tertetentu dengan imbalan. 
                                                          
9    Kementrian Agama RI, Al-Quran dan tafsirnya jilid 10, (Jakarta:widya cahaya,2011), 188. 





       Berdasarkan beberapa definisi tersebut, maka ija<rah tidak boleh dibatasi 
dengan syarat. Akad ija<rah tidak boleh dipalingkan, kecuali ada unsur manfaat, dan 
akad ija<rah tidak boleh berlaku pada pepohonan untuk diambil buahnya.11 
       Dilihat dari objeknya, para ulama fiqh membagi akad  ija<rah kepada dua 
macam: 
1. Ija<rah bil ‘amal, yaitu sewa menyewanya yang bersifat pekerjaan/jasa. Ija<rah 
yang bersifat pekerjaan/jasa ialah dengan cara memperkerjakan seseorang 
untuk melakukan suatu pekerjaan. Menurut para ulama fiqh, ija<rah jenis ini 
hukumnya diperbolehkan apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh 
bangunan, tukang jahit, buruh pabrik dan tukang sepatu. ija<rah seperti ini 
terbagi menjadi dua yaitu: 
a. Ija<rah yang bersifat pribadi, seperti menggaji seseorang pembantu rumah 
tangga. 
b. Ija<rah yang bersifat serikat yaitu, seseorang atau sekelompok orang yang 
menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak seperti tukang sepatu, 
buruh pabrik dan tukang jahit. 
       Kedua bentuk ija<rah terhadap pekerjaan ini (buruh, tukang dan 
pembantu), menurut para ulama fiqh hukumnya boleh. 
2. Ija<rah bi al-manfaat, yaitu sewa menyewanya yang bersifat manfaat. Ija<rah 
yang bersifat manfaat contohnya: 
a. Sewa-menyewa rumah. 
                                                          






b. Sewa-menyewa toko. 
c. Sewa-menyewa kendaraan. 
d. Sewa-menyewa pakaian. 
e. Sewa-menyewa perhiasan dan lain-lain.12 
        Sewa-menyewa sebagai akad akan berakhir sesuai kata sepakat Dalam 
perjanjian. Dengan berakhirnya suatu  sewa menyewa ada kewajiban bagi penyewa 
untuk menyerahkan barang yg disewakan.13 Selain itu hak dan kewajiban yang 
menawarkan jasa dan yg menikmati jasa harus terpenuhi, adapun kewajiban 
pemberi jasa adalah memenuhi semua keawajiban yang tertuang dalam perjanjian 
kerja, dia harus bersungguh-sungguh mengerahkan kemampuannya sesuai dengan 
syarat-syarat kerja secara efisien dan jujur.14 
       Demikian juga dengan kemaslahatan bagi individu dan masyarakat merupakan 
hal terpenting dalam kehidupan ekonomi, hal iniliah yang menjadi karakteristik 
ekonomi Islam, dimana kemaslahatan individu dan Bersama harus saling 
mendukung. Dalam arti kemaslahatan individu tidak boleh dikoerbankan demi 
kemaslahatan bersama dan sebaliknya. Dalam mewujudkan kemsalahatan 
kehidupan bersama, negara mempunyai hak interview apabila terjadi eksploitasi 
atau kezaliman dalam mewujudkan sebuah kemaslahatan. Negara harus bertindak 
jika terjadi penyimpangan operasional yang merugikan hak-hak kemaslahatan.15 
                                                          
12   Muhammad yazid, hukum ekonomi Islam (fiqh muamalah),(sidoarjo:CV cahaya intan 
XII.2014) 202. 
13   Abdul Djamali, Hukum Islam, (bandung:Mandar Maju,1992) 161. 
14   Muhammad Syarif Chaudrhry. Sistem Ekonomi Islam: prinsip dasar. (Jakarta: Prenamedia 
Group. 2012) 195. 






       Perlu penulis perjelas kembali bahwa yang dimaksud dengan retribusi adalah 
pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau izin tertentu yang khusus 
disediakan oleh pemerintah untuk kepentingan pribadi atau badan. Dalam hal ini 
pihak yang bertanggung jawab atas pemungutan retribusi retribusi pelayanan pasar 
di pasar loak/unggas sidoarjo adalah unit pasar. Berdasarkan perda nomor 7 tahun 
2012 pasal 22 hak-hak pedagang pasar meliputi: 
a. Mendapatkan pelayanan tempat jual beli/ stand di pasar berdasarkan izin 
penempatan stand yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten sidoarjo. 
b. Mendapatkan pelayanan lainnya, berupa pelayanan keamanan dan kebersihan 
lingkungan pasar.16  
       Di lapangan yang tepatnya di pasar Loak/unggas Sidoarjo. Penulis menemui 
pedagang, menurut para pedagang dinas pasar mengenakan pungutan retribusi 
pelayanan pasar sebesar Rp 2000 setiap hari tetapi dalam pembayaran retribusi 
tersebut pedagang tidak meminta karcis/kwintansi pembayaran retribusi tersebut 
padahal unit pasar sudah menyediakan karcis. Di samping itu juga ada ketidak 
relaan disetiap hari minggu unit pasar meminta pungutan retribusi pelayanan pasar 
tetapi pada hari minggu unit pasar tidak melaksanakan kewajibannya 
membersihkan sampah yang ada dipasar dan tidak memindahkan sampah ke 
tempat pembuangan sementara, padahal dihari senin sampai sabtu unit pasar selalu 
melaksanakan kewajibannya membersihkan pasar dan membuang sampah 
ketempat pembuangan sementara, di hari minggu unit  pasar juga butuh libur 
sehingga pekerjaan hari minggu dikerjakan sekalian dengan hari senin tetapi disini 
                                                          





para pedagang merasa tidak rela karena telah membayar kewajibannya tetapi ada 
hak yang tidak terpenuhi.17 Disini penulis menemukan kejanggalan pada setiap 
hari minggu unit pasar tidak membersihkan pasar dan memindahkan sampah ke 
tempat pembuangan sementara namun tetap meminta pungutan retribusi 
pelayanan pasar. 
       Dari kenyataan diatas penulis menyadari bahwa hak dari pedagang pasar pada 
hari minggu tidak terpenuhi, secara tidak langsung pedagang pasar merasa kecewa 
karena ada hak yg belum terpenuhi. Hal inilah yang menuntun peneliti untuk 
melakukan penelitian dengan judul “Analisi Hukum Islam dan Perda No 7 Tahun 
2012 Terhadap Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Loak/Unggas 
Sidoarjo”. 
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah 
      Dari pemaparan latar belakang diatas dapat diketahui bahwa pokok masalah 
yang ingin dikaji adalah. 
1. Latar belakang pembayaran retribusi pelayanan pasar menurut perda no 7 
tahun 2012. 
2. Prosedur pembayaran pelayanan pasar berdasarkan perda nomor 7 tahun 2012. 
3. Hak dan kewajiban unit pasar dan para pedagang menurut perda nomor 7 
tahun 2012. 
4. Analisis hukum islam terhadap praktek pemungutan retribusi pelayanan pasar 
di pasar loak/unggas sidoarjo. 
                                                          





      Dalam penelitian di pasar Loak/Unggas Sidoarjo diberlakuakan pembatasan 
masalah agar dalam penelitian ini lebih terfokus, adapaun pembatasan masalahnya 
adalah: 
1. Praktik pembayaran retribusi pelayanan pasar di pasar Loak/Unggas Sidaorjo 
berdasarkan perda nomor 7 tahun 2012 dan hukum islam terhadapnya. 
2. Analisis Hukum Islam terhadap pembayaran retribusi pelayanan pasar di pasar 
Loak/Unggas Sidoarjo. 
C. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana praktik pembayaran Retribusi pelayanan pasar di pasar 
loak/unggas Sidoarjo? 
2. Bagaimana Analisis hukum Islam dan Perda No 7 tahun 2012 terhadap 
pembayaran retribusi pelayanan pasar di pasar Loak/Unggas Sidoarjo?  
D. Tujuan penelitian  
       Berdasarkan latar belakang diatas. Tujuan yang hendak dicapai dalam 
penelitian adalah: 
1. Menjelaskan praktik pembayaran retribusi pelayanan pasar  di pasar 
loak/unggas berdasarkan perda nomor 7 tahun 2012. 
2. Menjelaskan Analisis hukum Islam dan Perda No 7 Tahun 2012 terhadap 









E. Kegunaan Hasil Penelitian 
      Adapun kegunaan hasil dari penelitian ini yaitu 
1. Bagi pemerintah Sidoarjo dapat digunakan sebagai acuan mengevaluasi dalam 
mengambil kebijakan untuk usaha meningkatkan pendapatan retribusi, 
khususnya pendapatan yang berasal dari retribusi pelayanan pasar. 
2. Bagi penulis, penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan kontribusi 
pemikiran di bidang hukum islam khususnya pada ijara<h. 
3. Bagi pembaca, diharapkan dapat menambah wawasan serta bermanfaat dan 
dapat digunakan sebagai acuan/pembanding dalam pembuatan skripsi 
berikutnya. 
4. Sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi pada 
progam studi hukum ekonomi Syariah jurusan hukum perdata islam fakultas 
Syariah &hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.  
F. Definisi Operasional 
       Definisi Operasional memuat beberapa penjelasan tentang pengertian yang 
bersifat operasional, yaitu memuat masing-masing variabel yang digunakan dalam 
penelitian yang kemudian didefinisikan secara jelas dan mengandung spesifikasi 
mengenai variabel yang digunakan didalam penelitian ini. 
       Beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah 
sebagai berikut: 
Hukum Islam : seperangkat peraturan yang bersumber dari al-





Perda No 7 Tahun 2012 : Peraturan tentang retribusi pelayanan pasar  yang 
ditetapkan oleh kepala daerah dengan persetujuan 
Dewan Perwakilan Rakyat Derah (DPRD).18 
Pemungutan Retribusi 
Pelayanan Pasar 
: Pungutan retribusi sebagai Pembayaran atas 
pelayanan pasar traadisional, sederhana, berupa 
peralatan, los, kios yang dikelola pemerintah 
daerahdan khusus disediakan untuk para pedagang. 
G. Kajian Pustaka  
         Unuk menghindari terjadinya duplikasi penelitian terhadap objek yang 
sama serta menghindari anggapan plagiasi karya tertentu, maka perlu pengkajian 
terhadap karya-karya yang telah ada. Diantara penelitian yg pernah dilakukan 
adalah sebagai berikut. 
          Pertama sejauh penelurusuran yang penulis lakukan, ditemukan membahas 
tentang retribusi, yaitu Skripsi  M Afif Zainurroziqin dengan judul “Tinjauan 
Hukum Islam Terhadap Kontribusi Retribusi Parkir Dalam Peraturan Walikota 
Surabaya Nomor 36 Tahun 2015 Pada Peningkatan Pendapatan Daerah (PAD)”. 
Skripsi ini membahas tentang kebijakan Pemerintah dalam memberlakukan 
memberlakukan perubahan tarif parkir tidaklah terdapat penyimpangan menurut 
hukum Islam karena kebijakan tersebut dilakukan untuk kepentingan masyarakat 
                                                          





banyak yakni dengan meningkatkan infrstruktur, Serta menurunkan angka 
pengangguran.19 
       Kedua skripsi Faris Rohmans dengan judul “Studi Analisis Hukum Islam 
Tentang Retribusi Pelayanan Pasar Berdasarkan Perda Nomor 15 tahun 2008 Di 
Pasar Larangan Sidoarjo” skripsi ini membahas tentang tujuan adanya retribusi 
pelayanan pasar berdasarkan perda nomor 15 tahun 2008 dan perspektif hukum 
Islam tentang retribusi tersebut dan menyimpulkan bahwa praktik pungutan 
retribusi pelayanan pasar yang ada di pasar larangan sidoarjo adalah melanggar 
ketentuan yang ada dalam perda no 15 Tahun 2008, yang berakibat pihak 
pengguna jasa, yakni para pedagang.20 
        Ketiga skripsi Ibriza Ulfah dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap 
Retribusi Parkir di Trotoar Pasar Tradisional Rungkut Mananggal Surabaya”. 
Skripsi ini membahas tentang parkir tidak mempunyai izin pelaksanaanya 
(illegal) dan dilihat dalam prospektif Hukum Islam adalah hukumnya haram, 
karena pelaksanaanya tidak sesuai dengan rukun dan syarat ijarah dalam Hukum 
Islam. Serta barang atau lahan yang digunakan sebagai lahan parkir merupakan 
bukan milik sendirir dan tanpa izin pemilik lahan.21 
                                                          
19  M Afif Zainurroziqin, ”Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kontribusi Retribusi Parkir Dalam 
Peraturan Walikota Surabaya Nomor 36 Tahun 2015 Pada Peningkatan Pendapatan Daerah 
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Perda Nomor 15 Tahun 2008 Di Pasar Larangan Sidoarjo”.(Skripsi--Universitas Islam Negeri 
Sunan Ampel Surabaya,2012). 
21  Ibriza Ulfah,”Tinjauan Hukum Islam Terhadap Retribusi Parkir di Trotoar Pasar Tradisional 






       Sedangkan dalam skripsi yang berjudul Analisis hukum Islam dan Perda no 
7 Tahun 2012 terhadap pemungutan retribusi pelayanan pasar di pasar 
Loak/Unggas Sidoarjo. Akan fokus pada dua hal yakni: (1) bagaimana 
pemungutan retribusi pelayanan pasar di pasar Loak/Unggas Sidoarjo?, (2) 
bagaimana analisis hukum Islam dan Perda No 7 Tahun 2012 Terhadap 
pemungutan retribusi pelayanan pasar di Pasar Loak/Unggas Sidoarjo?.  
H. Metode Penelitian 
       Metode Penelitian yaitu seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah 
yang sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan 
masalah tertentu yang diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya 
dicarikan cara pemecahannya. 22 penelitian ini menggunakan metode penelitian 
kualitatif. 
       Aspek-aspek yang digunakan dalam sub bab “Metode Penelitian” ini 
berkenaan dengan lokasi penelitian, data yang dikumpulkan, sumber data, 
pengumpulan data, pengolahan data dan analisis data sebagai berikut : 
1. Lokasi Penelitian 
       Penelitian ini dilakukan di Pasar Loak/Unggas Sidoarjo. Yang berlokasi 
di Desa Larangan Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo, sebelah barat Pasar 
Larangan Sidoarjo. 
2. Data yang dikumpulkan 
       Data yang dikumpulkan untuk di himpun dalam pembahasan studi ini 
adalah sebagai berikut : 
                                                          





a. Data tentang alasan adanya pembayaran retribusi pelayanan pasar di pasar 
Loak/Unggas Sidoarjo 
b. Data tentang prosedur pembayaran retribusi pelayanan pasar di pasar 
Loak/unggas Sidoarjo. 
c. Proses awal mula perjanjian pembayaran retribusi pelayanan pasar pasar 
Loak/unggas Sidoarjo. 
d. Peraturan daerah Nomor 7 tahun 2012 yang berkaitan dengan retribusi 
pelayanan pasar. 
3. Sumber data  
a. Sumber primer 
       Adalah sumber data yang bersumber dari lapangan yang diperoleh 
melalui wawancara kepada petugas dan pengelola pasar Loak/Unggas 
Sidoarjo (unit Pasar)dan pedagang. 
b. Sumber sekunder 
       Adalah sumber-sumber data yang diambil dari buku-buku dan 
catatan-catatan tentang apa saja yang berkaitan dengan Retribusi 
pelayanan pasar, antara lain: 
1) Wahbah az-zuhaili, Fiqh Islam 5, 2007. 
2) Sayyid sabiq, Fiqh Sunnah 13,1987. 
3) Ida Zuraida, Teknik penyusunan peraturan daerah, 2014. 
4) Tanggul Shari Setia Negara, Ilmu Hukum Pajak,2017. 
5) Asy-Syaikh Ali, Syaikh Shalih bin Abdul Aziz. Terjemahan. Fikih 





4. Teknik pengumpulan data 
       Data dalam penelitian ini didapat dengan dua teknik yaitu teknik 
pengumpulan data lapangan dan pengumpulan data kepustakaan. Teknik 
pengumpulan data lapangan, antara lain. 
a. Observasi  
       Adalah teknik yang menuntut adanya pengamatan dari peneliti baik 
secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitian.23 
Dalam penelitian ini penulis mengamati awal mula UPT pasar sidaorjo 
membersihkan pasar, melakukan pemungutan pembayaran retribusi 
sampai penyetoran hasil pembayaran retribusi. 
b. Wawancara 
       Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang 
dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan diwawancarai 
tetapi dapat juga diberikan daftar pertanyaan dahulu untuk dijawab pada  
kesempatan lain.24Wawancara yang dilakukan kepada 5 orang pedagang 
(pembayar retribusi pelayanan pasar), 2 orang pengelola pasar/unit 
pasar(pemungut retribusi pelayanan pasar). 
c. Dokumen 
       Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang 
berbentuk dokumentasi. Sebagaian besar data yang tersedia yaitu 
berbentuk surat, catatan harian, cendera mata, laporan, artefak, dan 
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(Jakarta:Kencana prenada media group,2011),140. 





foto.25 Penggalian data ini dengan cara mengumpulkan, meneliti serta 
mengamati data ataupun dokumen-dokumen yang ada di Pasar 
Loak/Unggas Sidoarjo. 
5. Teknik analisis data  
        Dalam penelitian ini mengguanakan teknik analisis data dengan 
metode induktif dan metode verifikatif.  
       Metode induktif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggali 
kenyataan-kenyataan dari hasil riset tentang adanya suatu praktik 
pemungutan retribusi pelayanan pasar di pasar Loak/Unggas sidoarjo yang 
bersifat khusus untuk kemudian ditarik pada kesimpulan yang bersifat 
umum. 
       Sedangkan verifikatif adalah menilai data-data yang berkaitan dengan 
retribusi pelayanan pasar dipasar Loak/Unggas sidoarjo berdasarkan perda 
nomor  7 tahun 2012 dan dianalisis berdasarkan hukum islam. 
6. Teknik pengolahan data 
       Untuk mengolah data-data dalam penelitian ini, penulis melakukan 
hal-hal berikut : 
a. Editing, ialah memeriksa kelengkapan data. Teknik ini digunakan 
untuk /pemeriksaan kembali data-data yang telah diperoleh. Dari hasil 
penelitian yang sudah dilakukan penulis dilokasi penelitian yaitu Pasar 
Loak/Unggas Sidoarjo. Termasuk memeriksa kuisoner survei yang 
                                                          





sudah terisi dengan cara penulis melakukan wawancara kepada UPT 
pasar sidoarjo dan pedagang Pasar Loak/Unggas Sidoarjo. 
b. Organizing, yaitu menyusun data-data hasil editing sedemikian rupa 
sehingga menghasilkan data yang baik dan mudah dipahami.26 Data 
awal mula pedagang menyewa stand, pembayaran retribusi pelayanan 
pasar ke UPT pasar Sidoarjo, pelaksanaan pelayanan dari UPT pasar 
Sidoarjo kepada pedagang. 
I. Sistematika pembahasan 
       pembahasan skripsi ini bersifat sistematis, agar lebih mudah memahami 
skripsi ini maka digunakan sistematika berikut: 
       Bab pertama dalam bab Analisis Hukum Islam dan Perda No 7 Tahun 2012 
terhadap pembayaran retribusi pelayanan pasar di pasar Loak/Unggas Sidoarjo ini 
akan menjelaskan tentang Pendahuluan berupa gambaran umum yang memuat pola 
dasar pemahaman skripsi ini sebagai pintupertama untuk memasuki bab 
selanjutnya, meliputi Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Batasan Masalah, 
Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Hasil Penelitian, Definisi 
Operasional, Kajian Pustaka, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan. 
       Bab kedua dalam bab Analisis Hukum Islam dan Perda No 7 Tahun 2012 
terhadap pembayaran retribusi pelayanan pasar di pasar Loak/Unggas Sidoarjo ini 
akan menjelaskan tentang Landasan teoritis yang merupakan hasil telaah dari 
beberapa literatur untuk membuka wawasan dan cara berfikir dalam memahami 
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dan menganalisis fenomena yang ada, bab ini berisi Ija<rah yang meliputi definisi 
ija<rah, landasan hukum tentang ija<rah, rukun ija<rah, syarat sahnya ija<rah, 
mempercepat dan menangguhkan upah, bentuk ija<rah yang dilarang oleh islam, 
pembatalan dan berakhirnya ija<rah, dan pengembalian obyek ija<rah. Selain itu bab 
ini berisi tentang Perda No 7 tahun 2012 tentang retribusi pelayanan pasar. 
       Bab ketiga dalam bab Analisis Hukum Islam dan Perda No 7 Tahun 2012 
terhadap pembayaran retribusi pelayanan pasar di pasar Loak/Unggas Sidoarjo ini 
akan menjelaskan tentang gambaran umum retribusi pelayanan pasar dan lokasi 
penelitian, pembayaran retribusi pelayanan pasar dan realisai pelayanan atas 
pembayaran retribusi pelayanan pasar. 
       Bab keempat dalam bab Analisis Hukum Islam dan Perda No 7 Tahun 2012 
terhadap pembayaran retribusi pelayanan pasar di pasar Loak/Unggas Sidoarjo ini 
akan menjelaskan tentang analisis data dari  hasil penelitian yakni pemungutan 
retribusi pelayanan pasar di pasar Loak/Unggas Sidoarjo. 
       Bab kelima dalam bab Analisis Hukum Islam dan Perda No 7 Tahun 2012 
terhadap pembayaran retribusi pelayanan pasar di pasar Loak/Unggas Sidoarjo ini 
akan menjelaskan tentang penutup dari pembahasan skripsi ini yang didalamnya 
memuat kesimpulan akhir. Analisis penulis terhadap permasalahan-permasalahan 






KONSEP IJA<RAH  DALAM ISLAM DAN  
PERDA NO 7 TAHUN 2012  
A. ija>rah 
1. Pengertian ija>rah 
       Menurut sayyid sabiq ija>rah berasal dari kata al-ajru yang berarti Al ‘Iwadhu 
(ganti). Dari sebab itu Ats tsawab (pahala) dinamai ajru  (upah)1. Secara bahasa 
menurut Rahmad syafi’i, seperti yang dikutip oleh Sohari Sahrani dan Ruf’ah 
Abdullah dalam bukunya fikih muamalah, menyatakan bahwa ija>rah secara bahasa 
adalah bay’ul manfa’ah (menjual manfaat).2 
       Menurut Muhammad shalih al munajjid dalam bukunya intisari fikih Islam 
yang diterjemahkan oleh Nurul muklisin menyatakan ija<rah adalah akad atas 
manfaat (jasa) yang dibenarkan dengan takaran yang diketahui dan dalam waktu 
yang telah ditentukan.3 
       Sedangkan menurut Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jaza’iri, ijar>ah ialah akad 
terhadap suatu manfaat dalam jangka waktu tertentu dengan bayaran 
tertentu.4menurut zainudin Ali dalam bukunya Hukum perdata Islam di Indonesia 
                                                          
1   Sayyid Sabiq ,fikih sunnah 13, Kamaluddin A, (Bandung: PT Alma’arif, 1987), 7. 
2   Sohari sahrani dan Ruf’ah Abdullah, fikih muamalah, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 167. 
3   Muhamad Shalih al- munajjid,Intisari fiqih Islami, Nurul mukhlisin , (Surabaya: Fitrah Mandiri 
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menjelaskan ija>rah  adalah suatu transaksi sewa-menyewa antara pihak penyewa 
dengan yang mempersewakan sesuatu harta atau barang untuk mengambil manfaat 
dengan harga tertentu dan dalam waktu tertentu.5 
       Menurut Saleh al Fauzan , ija>rah ada dua jenis. Jenis yang pertama adalah 
ija>rah yang berlangsung atas manfaat yang berasal dari benda tertentu atau dari 
benda yang disebutkan ciri-cirinya. Jenis yang kedua adalah menyewa (mengupah) 
orang untuk pekerjaan tertentu.6 
       Dari beberapa definisi di atas, dapat di tarik kesimpulan bahwa ija>rah adalah 
akad atau transaksi sewa-menyewa atas suatu barang dalam waktu tertentu melalui 
pembayaran sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu 
sendiri dana tau upah mengupah atas suatau jasa dalam waktu tertentu dengan 
imbalan jasa (upah). 
       Secara terminologi perlu dikemukakan pendapat para ulama’, antara lain: 
1. Menurut Ali al-Khafif, ija<rah adalah transaksi terhadap sesuatu yang 
bermanfaat dengan imbalan. 
2. Menurut ulama’ syafi’iyah, ija<rah adalah transaksi terhadap sesuatu manfaat 
yang dimaksud, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan 
imbalan tertentu. 
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3. Menurut ulama’ malikiyah dan hanabilah, ija<rah adalah pemilikan suatu 
manfaat yang diperbolehkan dalam waktu tertetentu dengan imbalan. 
       Berdasarkan beberapa definisi tersebut, maka ija<rah tidak boleh dibatasi 
dengan syarat. Akad ija<rah tidak boleh dipalingkan, kecuali ada unsur manfaat, dan 
akad ija<rah tidak boleh berlaku pada pepohonan untuk diambil buahnya.7 
       Menurut pengertian syara’, Al ija>rah  ialah suatu jenis akad untuk mengambil 
manfaat dengan jalan penggantian.8Manakalah akad sewa menyewa telah 
berlangsung, penyewa sudah berhak mengambil manfaat. Dan orang yang 
menyewakan berhak pula mengambil upah, karena akad ini adalah mua’awadhad 
(pen ggantian)9 
       Pemilik yang menyewakan disebut mu’ajir, sedangkan penyewa manfaat 
disebut musta’jir, sesuatu yang diambil manfaatnya disebut ma’jur  dan pendapatan 
yang diterima dari akad atau transaksi ija>rah disebut ujrah (upah). 
       Dalam kamus besar bahasa Indonesia, upah adalah uang dan sebagainya yang 
dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah 
dikeluarkan untuk mengeluarkan sesuatu gaji dan imbalan.10 
       Sewa menyewa sebagaimana perjanjian lainnya, adalah merupakan perjanjian 
yang bersifat konsensual , yakni perjanjian ini mempunyai kekuatan hukum yaitu 
pada saat sewa-menyewa berlangsung, dan apabila akad sudah berlangsung, maka 
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9   Ibid, 8. 




pihak yang menyewakan (Mu’ji<r) berkewajiban untuk menyerahkan barang 
(Ma’ju<r) kepada pihak penyewa (Musta’ji<r), dan dengan diserahkannya manfaat 
barang/benda maka pihak penyewa berkewajiban pula untuk menyerahkan uang 
sewanya (Ujrah).11 
2. Dasar Hukum Ija>rah 
       Para fuqaha< sepakat bahwa ija>rah merupakan akad yang dibolehkan oleh 
syara’kecuali beberapa ulama, seperti Abu Bakar Al-Asham, Ismail bin ‘Aliyah, 
Hasan Al-Bashri, Al-Qasyani, Nahrawani, dan Ibnu Kisan. Mereka tidak 
membolehkan ija>rah adalah jual beli manfaat, sedangkan pada saat dilakukannya 
akad, tidak bisa diserahterimakan. Setelah beberapa waktu berulah manfaat itu 
dapat dinikmati sedikit demi sedikit. Sedangkan sesuatu yang tidak ada pada 
waktunya akad tidak boleh diperjualbelikan. Akan tetapi, pendapat tersebut 
disanggah oleh Ibnu Rusyidia (manfaat) akan terwujud, dan inilah yang menjadi 
perhatian serta pertimbangan syara’.12 
       Ija>rah yang sah dibolehkan dalam al-Quran, As sunnah dan ijma’. Dalil-dalil 
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a. Dasar hukum al-Quran  
1) Al-Qas{as{ 2613 
ۡ  َتلَاقَِۡۡتب
َ





Artinya:Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia    
sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang 
yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah 
orang yang kuat lagi dapat dipercaya" (Q.S. Al-Qas{as{ : 26) 
 
2) Al-Zukhruf ayat 32 
 ۡمُه
َ
أِۡۡفِۡ  مُهَتَشِيع َّمۡمُهَن َيبۡاَن  مَسَقُۡن 
َ
نَ ََِۡۚك بَرَۡتَ  َحۡرَۡنوُمِس  قَيٱِۡةٰوَي َ
 
لۡۡٱَۡۚ اَي ن  لدۡ
ۡۗا ٗ يِر  خُسۡ اٗض  عَبۡ مُهُض  عَبۡ َذِخَّتَ ِ
 
لّۡ ٰٖتَجَرَدۡ ٖض  عَبۡ َق  َوفۡ  مُهَض  عَبۡ اَن  عَفَرَو
َۡنوُعَم َيَۡا َّمِ  مۡٞ  يَۡخَِۡك بَرُۡتَ  َحۡرَو٣٢ۡ 
ۡ
Artinya: “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah 
menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan 
dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas 
sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat 
mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih 
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3) Al-Kahfi ayat 77 

















أُۡدِيُريۡاٗراَدِجۡاَهِيف ۥۡۡۡاٗر  ج
َ
أِۡه يَلَعَۡت  ذَخَّ
َ
لََۡت ئِشۡ  َولَۡلَاق٧٧ۡ 
ۡ
Artinya :Maka keduanya berjalan; hingga tatkala keduanya sampai kepada 
penduduk suatu negeri, mereka minta dijamu kepada penduduk 
negeri itu, tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu 
mereka, kemudian keduanya mendapatkan dalam negeri itu 
dinding rumah yang hampir roboh, maka Khidhr menegakkan 
dinding itu. Musa berkata: "Jikalau kamu mau, niscaya kamu 
mengambil upah untuk itu" (Q.S. Al-Kahfi : 71)15 
 
b. Dasar hukum As-sunnah 
       Para ulama menyempurnakan alasan diperbolehkannya Ijara<h dan sabda 
Rasulullah saw diantaranya adalah:  
1) Hadits Bukhari 
 َح يِذَّلا ىَطَْعأَو َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُ َّللَّا ىَّلَص ُّبَِّنلا َمَجَتْحا َلَاق اَمُه ْ نَع ُ َّللَّا َيِضَر ٍساَّبَع ِنْبا ْنَع َمَج ُه
 ِهِطْع ُي َْلَ اًمَارَح َناَك ْوَلَو 
 
Artinya:”Dari Ibn ‘Abba >s RA., katanya: Nabi Saw. Berbekam dan 
memberikan upah kepada orang yang membekamnya dan seandainya 
mengetahui kemakruhannya, niscaya ia tidak akan memberi upah 
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2) As sunnah  
 
 َق ُهَرْجَأ َيرِجَْلْا اُوطَْعأ َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُ َّللَّا ىَّلَص َِّللَّا ُلوُسَر َلاَق َلَاق َرَمُع ِنْب َِّللَّا ِدْبَع ْنَع َلْب
 ُُهقَرَع َّف َِيَ ْنَأ 
Artinya:Dari Abdullah bin Umar, ia berkata bahwa Rasulullah SAW pernah 
bersabda, "Berilah upah kepada para pekerja sebelum keringatnya 
mengering." (H.R. Ibn Majah)17 
 
c. Dasar hukum landasan Ijma’ 
       Mengenai disyari’atkan ija>rah, semua umat bersepakat tak seorang pun 
yang membantah kesepakatan (ijma’) ini, sekalipun ada beberapa orang 
diantara mereka yang berbeda pendapat, akan tetapi hal itu tidak dianggap.18 
3. Rukun dan syarat Ija>rah 
       Sebagai salah satu transaksi yang umum ija>rah baru dianggap sah jika 
terpenuhi rukun dan syarat sebagaimana yang berlaku secara umumdalam transaksi 
lainnya. 
a. Rukun Al-Ija>rah terdiri dari  
1) Mu’jir  adalah orang yang menerima upah dan yang menyewakan. 
2) Musta’jir adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan 
yang menyewa sesuatu.19 
                                                          
17   Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-a’qalani, Bulughul maram, Hamim Thohari Ibnu M Dalimi, (Jakarta, PT 
Gramedia),318. 
18  Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah 13,...,11. 




3) Shigat ijab Kabul adalah lafaz sewa atau kuli dan yang berhubungan 
dengannya, serta lafaz (ungkapan) apa saja yang dapat menunjukkan hal 
tersebut.20 
4) Ujrah (upah) adalah Imbalan atau balas jasa atas sesuatu yang telah di ambil 
manfaatnya. Pembayaran upah merupakan suatu kewajiban yang harus 
diutamakan oleh orang yang menyewa atau mengupah seseorang untuk 
melakukan suatu pekerjaan. 
5) Manfaat, manfaat dari hasil penggunaan aset dalam ija>rah obyek kontrak 
yang harus dijamin, karena ia rukun yang harus dipenuhi sebagai ganti dari 
sewa dan bukan aset itu sendiri. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi 
dalam obyek akad ini adalah: 
a) Obyek ija>rah  adalah manfaat dari penggunaan barang dan jasa. 
b) Manfaat barang harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan. 
c) Pemenuhan manfaat harus yang bisa diperbolehkan. 
d) Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syariah. 
e) Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk 
menghilangkan jahalah  (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan 
sengketa. 
f) Spesifikasi manfaat yang dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka 
waktunya, bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi. 
                                                          




g) Sewa adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada pemilik 
aset sebagai pembayaran manfaat. 
h) Pembayaran sewa boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama 
dengan obyek kontrak. 
i) Syarat barang sewaan haruslah benda yang dapat dipegang atau yang 
dapat dikuasai. 
b. Syarat-syarat Ija>rah 
       Syarat ija>rah  terdiri dari empat macam, yaitu syarat al-inqad (terjadinya 
akad), syarat an-nafadz (syarat pelaksanaan akad), dan syarat lazim.  
1) Syarat terjadinya akad 
       Syarat al-inqad (terjadinya akad, berkaitan dengan aqid, zat akad, dan 
tempat akad.  
       Sebagaimana telah dijelaskan dalam jual-beli, menurut ulama Hanafiyah, 
‘aqid (orang yang melakukan akad) disyaratkan harus berakal dan mumayyiz 
(minimal 7 tahun), serta tidak disyaratkan harus baligh. Akan tetapi, jika 
bukan marang miliknya sendiri, akad ija>rah  anak mumayyiz, dipandang sah 
bila telah diizinkan walinya. 
       Ulama Malikiyah berpendapat bahwa tamyiz adalah syarat ija>rah dan 
jual-beli, sedangkan baligh adalah syarat penyerahan. Dengan demikian, akad 




       Ulama Hanabilah dan Syafi’iyah mensyaratkan orang yang akad harus 
mukallaf, yaitu baligh dan berakal, sedangkan anak mumayyiz belum dapat 
dikategorikan ahli akad.21 
2) Syarat pelaksanaan (an-nafadz) 
       Agar ija>rah terlaksana, barang harus dimiliki oleh ‘aqid atau ia memiliki 
kekuasaan penuh untuk akad (ahliah). Dengan demikian ija>rah al-fudhul 
(ija>rah yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kekuasaan tidak 
diizinkan oleh pemiliknya) tidak dapat menjadikan adanya ija>rah.22 
3) Syarat sah ija>rah 
a) Kerelaan dua pihak yang melakukan akad. 
       Kalau salah seorang dari mereka dipaksa untuk melakukan Ijara<h, maka 




























لََوَۡۚ  مُكنِ  مٖۡضاََرتۡنَعًۡةَٰرَِجتٱَۡ َّللّۡۡاٗميَِحرۡ  مُِكبَۡنَكَ
٢٩ۡۡ
Artinya:Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan 
harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 
perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. 
Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah 
Maha Penyayang kepadamu (Q.S. al-Nisa< : 29)24 
                                                          
21  Rachmat Syafe’i, Fiqih Muamalah, (Bandung:CV Pustaka Setia,2004),125. 
22  Ibid,126. 
23  Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah 13,...,12. 





b) Ija>rah (sewa-menyewa) tidak sah kecuali dari orang yang boleh bertindak 
(mengurusi harta), dengan berstatus sebagai seorang yang berakal, dewasa, 
merdeka dan bertindak lurus.  
c) Hendaklah keadaan manfaat jasa yang disewakan itu diketahui, karena 
manfaat jasa tersebut adalah objek yang diakad, maka disyaratkan harus 
mengetahuinya sebagaimana jual beli.  
d) Hendaklah status upah diketahui, karena ia adalah pengganti (alat tukar) 
dalam transaksi tukar menukar, sehingga ia harus diketahui sebagaimana 
harga (barang dalam jual beli).  
e) Hendaklah status manfaat jasa merupakan suatu manfaat yang mubah, maka 
tidak sah ija>rah atas transaksi perzinaan, nyanyian, dan jual beli alat-alat 
permainan (yang melalaikan).  
f) Kondisi manfaat jasa bisa diambil secara penuh, sehingga tidak sah ija>rah 
atas sesuatu yang manfaatnya tidak bisa diambil, seperti penyewa orang buta 
untuk menjaga sesuatu yang memerlukan penglihatan.  
g) Hendaklah  manfaat yang disewakan adalah milik sah penjual jasa atau 
diizinkan olehnya, karena ija>rah adalah jual beli manfaat, maka hal itu 




h) Hendaklah masa ija>rah itu diketahui, sehingga tidak sah ijarah untuk waktu 
yang tidak diketahui, karena ia menyebabkan perselisihan.25 
4) Syarat kelaziman 
       Syarat kelaziman ija>rah terdiri atas dua hal berikut. 
a) Ma’qud ‘alaih (barang sewaan) terhindar dari cacat 
       Jika terdapat cacat pada ma’qudalaih (barang sewaan), penyewa boleh 
memilih antara meneruskan dengan membayar penuh atau 
membatalkannya. 
b) Tidak ada uzur yang dapat membatalkan akad 
       Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa ija>rah batal karena adanya uzur 
sebab kebutuhan atau manfaat akan hilang apabila ada uzur.26 
4. Hal-hal yang wajib diilakukan oleh Mu’jir (orang yng menyewakan) dan Musta’jir 
(penyewa) 
a. Orang yang menyewakan sesuatu wajib berusaha semaksimal mungkin agar 
penyewa dapat mengambil manfaat dari apa yang ia sewakan. Misalnya, 
memperbaiki mobil yang ia sewakan, mempersiapkannya untuk mengangkut 
dan untuk melakukan perjalanan. 
                                                          
25  Asy-Syaikh Ali, Syaikh Shalih bin Abdul Aziz. Terjemahan. Fikih Muyassar, Panduan Praktis fikih 
dan hukum islam, (Jakarta: Darul Haq, 2015), 388.  




b. Penyewa, ketika menyewa, wajib menghilangkan semua yang terjadi karena 
perbuatannya. Kemudian menyerahkan apa yang ia sewa sebagaimana ketika 
menyewanya.  
c. Ija>rah adalah akad yang wajib dipatuhi atas dua pihak,mu’jir dan musta’jir. 
Karena Ija>rah merupakan salah satu bentuk dari jual beli, maka hukumnya 
serupa dengan hukum jual beli. Dan, masing-masingpihak tidak boleh 
membatalkan akad kecuali dengan persetujuan pihak lain, kecuali jika ada 
kerusakan yang ketika akad dilangsungkan penyewa tidak mengetahuinya. 
Maka hal ini boleh membatalkannya. 
d. Orang yang menyewakan wajib menyerahkan benda yang disewakan kepada 
penyewa dan memberinya keleluasaan untuk menfaatkannya. Apabila ia 
menghubungi penyewa untuk memanfaatkan benda yang disewakan selama 
masa sewa atau dalam sebagaian masa sewa, maka penyewa tidak berhak 
mendapatkan bayaran secara utuh.27  
e. Jika seorang yang disewa (diupah) jatuh sakit, maka digantikan orang lain, 
sedangkan bayarannya adalah dari orang yang jatuh sakit tersebut. Kecuali 
jika telah disepakati bahwa ia harus melakukan sendiri pekerjaan tersebut, 
makai a tidak bisa digantikan. Karena terkadang tujuan dari akad ija>rah 
tersebut tidak bisa terwujud jika dilakukan oleh orang lain. 
                                                          




f. Bayaran atau upah wajib diberikan penyewa berdasarkan akad, orang yang 
disewa tidak berhak untuk meminta upah kecuali setelah menyelesaikan 
pekerjaannya, karena orang yang diupah (disewa) dipenuhi bayarannya 
setelah menyelesaikan pekerjaannya. Jika yang disewa adalah benda, maka 
pemiliknya boleh meminta bayaran setelah penyewa mengambil manfaat yang 
dibutuhkan atau setelah menyerahkan benda yang disewakan kepada penyewa 
dan selesai masa sewa dengan tanpa adanya penghalang. Karena bayaran 
adalah ganti, sehingga ia tidak berhak diterima oleh pemilik kecuali dengan 
diserahkannya apa yang digantikan dengan bayaran tersebut. 
g. Orang yang disewa wajib bekerja bersungguh-sungguh dan menyelesaikan 
pekerjaannya dengan baik. Haram baginya menipu dan berkhianat dalam 
melakukan pekerjaannya. Selama disewa, ia wajib terus bekerja dan tidak 
melewatkan sedikitpun waktu dari masa penyewaan tersebut tanpa bekerja. 
Dan, hendaknya ia bertaqwa kepada Allah dalam melaksanakan kewajibannya 
tersebut.28 
5. Sifat Ija>rah 
       Ija>rah menurut Hanafiyah adalah akad yang Lazim, tetapi boleh di-fasakh 
apabila terdapat udzur, sebagaimana yang telah diuaraikan sebelum ini, 
sedangkan menurut jumhur ulama, Ija>rah adalah akad yang Lazim (mengikat), 
yang tidak bisa di-fasakh kecuali dengan sebab-sebab yang jelas, seperti adanya 
                                                          




‘aib (cacat) atau hilangnya objek manfaat. Hal tersebut oleh karena itu Ija>rah 
adalah akad atas manfaat, mirip dengan akad nikah. Disamping itu, Ija>rah  adalah 
akad mu’awadhah, sehingga tidak bisa dibatalkan begitu saja, sama seperti jual 
beli. 
       Sebagai kelanjutan dari perbedaan pendapat tersebut, Hnafiyah berpendapat 
bahwa Ija>rah  batal karena meninggalnya seorang pelaku akad, yakni  musata’jir  
atau mu’jir.  Hal itu karena apabila akad ija>rah  masih tetap maka manfaat yang 
dimiliki oleh musata’jir atau uang sewa yang dimiliki oleh mu’jir  berpindah 
kepada orang lain (ahli waris) yang tidak melakukan akad, maka ija>rah  tidak sah. 
Misalnya menyewa rumah untuk tempat tinggal yang dibayar dengan tempat 
tinggal rumah si penyewa, menyewa kendaraan dengan kendaraan, tanah 
pertanian dengan tanah pertanian, ini pendapat Hanafiyah. Akan tetapi Syafi’iyah 
tidak memasukkan syarat ini sebagai syarat untuk Ujrah.29 
6. Mempercepat dan menangguhkan upah 
       Jika ijarah itu suatu pekerjaan. Maka kewajiban pembayaran upahnya pada 
waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah 
berlangsung dan tidak disyaratkan, mengenai pembayaran dan tidak ada 
ketentuan penangguhnya. Menurut Abu Hanifah wajib diserahkan upahnya secara 
berangsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Menurut Imam Syaifi’I dan 
Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri. Jika mu’jir menyerahkan 
                                                          




zat benda yang disewa kepada musta’jir. Ia berhak menerima bayarannya karena 
penyewa (musta’jirI sudah menerima kegunaannya.30 
       Hak menerima upah bagi musta’jir adalah sebagai berikut: 
1) Selesai bekerja 
       Berdalilkan pada hadist yang diriwayatkan oleh ibnu majjah bahwa Nabi 
Saw bersabda: 
َاق َرَمُع ِنْب َِّللَّا ِدْبَع ْنَع َلْب َق ُهَرْجَأ َيرِجَْلْا اُوطَْعأ َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُ َّللَّا ىَّلَص َِّللَّا ُلوُسَر َلاَق َل
 ُُهقَرَع َّف َِيَ ْنَأ 
 
Dari Abdullah bin Umar, ia berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, 
"Berilah upah kepada para pekerja sebelum keringatnya mengering." (HR. Ibn 
Majah)31 
 
2) Mengalirnya manfaat, jika ija>rah untuk barang 
       Apabila ada kerusakan pada ‘ain (barang) sebelum dimanfaatkan dan 
sedikitpun belum ada waktu yang berlalu, ijarah batal. 
3) Memungkinkan mengalirnya manfaat jika masanya berlangsung, ia mungkin 
mendatangkan manfaat pada masa itu sekalipun tidak terpenuhi seluruhnya. 
4) Mempercepat dalam bentuk pelayanan atau kesepakatan kedua belah pihak 
sesuai dengan syarat, yaitu mempercepat bayaran32 
                                                          
30   Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: PT Raja Grafindo persada), 121. 
31   Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-a’qalani, Bulughul maram, Hamim Thohari Ibnu M Dalimi, (Jakarta, PT 
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7. Hal yang membatalkan akad Ija>rah. 
a. Rusaknya benda yang disewakan. Seperti menyewakan binatang tunggangan 
lalu binatang tersebut mati, menyewakan rumah lalu rumah tersebut hancur, 
atau menyewakan tanah untuk ditanami lalu airnya berhenti. 
b. Hilangnya tujuan yang diinginkan dari ija>rah tersebut. Misalnya seseorang 
menyewa dokter untuk mengobatinya, namun ia sembuh sebelum dokter 
memulai tugasnya. Dengan demikian penyewa tidak dapat mengambil apa 
yang di inginkan dari akad ija>rah.33 
c. Terjadi aib pada barang sewaan yang kejadiaannya ditangan penyewa atau 
terlihat aib lama padanya. 
d. Rusaknya barang yang diupahkan (ma’jur’alaih), seperti baju yang diupahkan 
untuk dijahitkan, karena akad tidak mungkin terpenuhi sesudah rusaknya 
(barang). 
e. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, atau selesainya pekerjaan, atau 
berakhirnya masa, kecuali jika terdapat uzur mencegah fasakh. Seperti jika 
masa ija>rah tanah pertanian telah berakhir sebelum tanaman dipanen, maka ia 
tetap berada di tangan penyewa sampai masa selesai diketam, sekalipun 
terjadi pemaksaaan, hal ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya bahaya 
                                                          




(kerugian) pada pihak penyewa: yaitu dengan mencabut tanaman sebelum 
waktunya. 
f. Penganut-penganut madzhab berkata: boleh memfasakh ija>rah, karena adanya 
uzur sekalipun dari salah satu pihak. Seperti seseorang yang menyewa took 
untuk berdagang, kemudia hartanya terbakar, atau dicuri, atau dirampas, atau 
bangkrut, maka ia berhak memfasakh ijarah.34 
8. Macam-macam ija>rah 
      Ulama Syafi’iyah membagi akad ija>rah menjadi dua macam, yaitu ija>rah ‘ain 
(penyewa barang) dan ija>rah dzimmah (penyewa tanggung jawab). Ija>rah ‘ain 
(penyewa barang) adalah ija>rah atas manfaat barang tertentu, seperti rumah dan 
mobil. Ija>rah ini mempunyai tiga syarat, yaitu : 
1. Upah harus sudah spesifikasi atau sudah diketahui sehingga tidak sah ija>rah 
salah satu dari rumah ini (tanpa menentukan mana diantara keduanya yang 
disewakan.35 Dalam hal ini upah-mengupah atau ija>rah ‘ala al-a‘mal, yakni 
jual-beli jasa biasanya berlaku dalam beberapa hal seperti menjahit pakaian, 
membangun rumah, dan lain-lain. ija>rah ‘ala al- a‘mal terbagi dua yaitu :  
a) Ija>rah Khusus  
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       Yaitu ija>rah yang dilakukan oleh seorang pekerja. Hukumnya, orang 
yang bekerja tidak boleh bekerja selain dengan orang yang memberinya 
upah. 
 
b) ija>rah Musytarik 
       Yaitu ija>rah dilakukan secara bersama-sama atau melalui kerja sama. 
Hukumnya dibolehkan kerja sama dnegan orang lain.36 
2. Barang yang disewakan terlihat oleh kedua pelaku akad sehingga tidak sah 
ija>rah rumah atau mobil yang belum dilihat oleh kedua pelaku akad, kecuali 
jika keduanya telah melihatnya sebelum akad dalam waktu yang biasanya 
barang tersebut tidak berubah.  
3. Ija>rah tidak boleh disandarkan pada masa mendatang, seperti ija>rah rumah 
pada bulan atau tahun depan.  
       Sedangkan ija>rah dzimmah (penyewa tanggung jawab) adalah ija>rah untuk 
manfat yang berkaitan dengan dzimmah (tanggung jawab) orang yang 
menyewakan, dalam ija>rah dzimmah disyaratkan dua syarat, yaitu :  
1. Upah harus diberikan dengan kontan di majelis akad karena ija>rah ini adalah 
akad salam dalam manfaat maka disyariatkan menyerahkan modal salam.  
                                                          




2. Barang yang sudah disewakan sudah ditentukan jenis, tipe dan sifatnya seperti 
mobil atau kapal laut laut yang besar atau yang kecil.37 
B. Perda no 7 tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar 
1. Pengertian Retribusi 
       Retribusi menurut Marihot Pahala Siahan merupakan pembayaran  wajib dari 
penduduk kepada Negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara 
bagi penduduknya secara perorangan. Jasa dari negara tersebut dapat dikatakan  
bersifat langsun, yaitu hanya yang membayar retribusi yang menikmati balas jasa 
dari negara tersebut.38 
       Menurut Roristua Pundiangan, retribusi daerah merupakan pungutan yang 
bersifat memaksa dan memberikan kontribusi timbal balik kepada wajib pajak.39 
Sementara itu definisi yuridis retribusi daerah menurut ketentuan pasal 1 UU no 
28 Tahun 2009, yaitu:  
“Retribusi daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah 
sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan 
dan/atau diberikan oleh PemerintahDerah untuk kepentingan pribadi atau 
Badan.”40  
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       Pengertian jasa menurut uraian diatas adalah kegiatan Pemerintah Daerah 
berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan 
lainnya yang dapat dinikmati oleh orang atau badan.41 
2. Ciri Retribusi Derah 
     Beberapa ciri yang melekat pada retribusi yang saat ini dipungut di Indonesia 
adalah sebagaimana dibawah ini: 
a) Retribusi merupakan pungutan yang dipungut berdasarkan undang-undang dan 
peraturan daerah yang berkenan. 
b) Hasil penerimaan retribusi masuk ke kas pemerintah daerah. 
c) Pihak yang membayar retribusi mendapatkan kontraprestasi (balasjasa) secara 
langsung dari pemerintah daerah atas pembayaran yang dilakukannya. 
d) Retribusi tentang apabila ada jasa atau pelayanan tertentu yang 
diselenggarakan oleh pemerintah derah yang dinikmati oleh orang atau badan.  
e) Sanksi yang dikenakan pada retribusi adalah sanksi secara ekonomis, yaitu 
apabila tidak membayar retribusi maka tidak akan memperoleh jasa yang 
diselenggarakan oleh pemerintah daerah. 
3. Prinsip – prinsip pungutan retribusi  
       Fisher berpendapat bahwa prinsip-prinsip umum dari penarikan retribusi 
adalah: 
                                                          




a) Pembiayaan retribusi meningkat sebagai akibat dari peningkatan marjin 
keuntungan dan penggunaan langsung. 
b) Pembiayaan retribusi membutuhkan kondisi bahwa penggunaan langsung 
dapat dengan mudah di identifikasi dan dikecualikan (pada biaya yang pantas) 
dari mengkonsumsi pelayanan kecuali apabila dibayar dengan asumsi bahwa 
kebanyakan keuntungan dari sebuah pelaporan atau fasilitas diterima oleh 
pengguna barang. 
c) Pembiayaan retribusi lebih efisien ketika permintaan lebih elastis harganya. 
d) Margin keuntungan dan bukan total keuntungan sangat berpengaruh dalam 
menentukan retribusi.42 
4. Golongan dan jenis retribusi daerah 
      Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak dan retribusi daerah, 
sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 pada pasal 18 
ayat (1) menentukan bahwa objek retribusi ada;lah berbagai jenis jasa tertentu yang 
disediakan oleh pemerintah daerah. Hal ini juga diatur dalam Undang-Undang 
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerahyang sejak 1 
Januari 2010 menggantikan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997. 
      Tidak semua jasa yang diberikan oleh pemerintah dapat dipungut retribusinya, 
tetapi hanya jenis jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial-ekonomi 
                                                          





layak dijadikan sebagai ojek retribusi, jasa tertentu dikelompokkan menjadi tiga 
golongan yaitu:43 
a) Jasa umum, yaitu jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah 
untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum, serta dapat dinikmati oleh 
orang pribadi atau badan. 
b) Jasa usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan 
menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula 
disediakan oleh sector swasta. 
c) Perizinan tertentu, yaitu kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka 
pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk 
pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan, atau 
pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasana, 
sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga 
kelestarian lingkungan.44 
        Penggolongan reetribusi daerah dapat dibagi menjadi 3 (tiga) golongan 
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Jasa umum Jasa usaha Perizinan tertentu 
• Retribusi pelayanan 
kesehatan; 
• Retribusi pelayanan 
persampahan/kebersihan; 
• Retribusi penggantian 
biaya cetak KTP dan 
akta catatan sipil; 
• Retribusi pelayanan 
pemakaman dan 
pengabuan mayat; 
• Retribusi pelayanan 
parkir di tepi jalan 
umum 
• Retribusi pelayanan 
pasar; 
• Retribusi pengujian 
kendaraan bermotor; 
• Retribusi pemeriksaan 
alat pemadam 
kebakaran; 
• Retribusi penggantian 
biaya cetak peta; 
• Retribusi penyediaan 
atau penyedotan kakus; 
• Retribusi pengelolahan 
limbah cair; 





• Retribusi pasar 
grosir dan/atau 
pertokoan; 
• Retribusi tempat 
pelelangan;  
• Retribusi terminal; 
• Retribusi tempat 
khusus parkir; 




• Retribusi rumah 
potong hewan; 
• Retribusi pelayanan 
kepelabuhan; 






• Retribusi penjualan 
produksi usaha 
daerah. 
• Retribusi izin 
mendirikan 
bangunan; 




• Retribusi izin 
gangguan; 
• Retribusi izin 
trayek; dan 





• Retribusi pelayanan 
Pendidikan;dan  
• Retribusi pengendalian 
Menara telekomunikasi. 
Sumber: teknik penyusunan peraturan daerah.  
       Untuk memungut retribusi jasa ditentukan bedasarakan kriteria masing-
masing jasa, sebagai berikut: 
a) Kriteria jasa umum 
1) Retribusi jasa umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa 
usaha atau retribusi perizinan tertentu. 
2) Jasa yang bersangkutan merupakan daerah dalam rangka pelaksanaan asa 
desantralisasi. 
3) Jasa tersebut memberikan manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan 
yang diharuskan membayar retribusi, disamping untuk melayani 
kepentingan dan kemanfaatan umum. 
4) Jasa tertentu layak untuk dikenakan retribusi. 
5) Retribusi tersebut tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai 
penyelenggaraannya. 
6) Retribusi tersebut dapat dipungut secara efektif dan efisien serta merupakan 
sumber pendapatan daerah potensial. 
7) Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan 
tingkat dan/atau kualitas pelayanan yang lebih baik.45 
                                                          




b) Kriteria jasa usaha 
1) Retribusi jasa usaha bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa 
umum atau retribusi perizinan tertentu. 
2) Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang 
sebagianya disediakan oleh sector swasta tetapi belum memadai atau 
terdapatnya harta yang dimiliki/dikuasai Daerah yang belum dimanfaatkan 
secara penuh oleh pemerintah daerah.46 
c) Kriteria perizinan tertentu 
1) Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintah yang diserahkan 
kepada daerah dalam rangka dan disentralisasi. 
2) Perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan 
umum. 
3) Biaya yang menjadi beban daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut dan 
biaya untuk menanggulangi dampak negative dan pemberian izin tertentu 
cukup besar sehingga layak dibayar dari retribusi perizinan.47 
5. Retribusi pelayanan pasar 
       Berdasarkan Pasal 116 ayat (1) UU PDRD, objek retribusi pelayanan pasar 
adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional sederhana, berupa pelataran, los, kios 
yang dikelola Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang. 
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Dikecualikan dari objek retribusi tersebut adalah fasilitas pasar yang dikelola 
BUMN, BUMD dan pihak swasta.48 
Tabel 2.2 




Penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa 
pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan 
khusus disediakan untuk pedagang. 
Pengecualian 
objek 








Orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan 
perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan 
pembayaran retribusi pelayanan pasar. 
Sumber: teknik penyusunan peraturan daerah. 
6. Perda No 7 Tahun 2012 
a. Latar belakang  
      Karena berlakunya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak 
daerah dan retribusi daerah maka peraturan daerah tentang retribusi pelayanan 
pasar perlu diganti dan perlu menetapkan peraturan daerah tentang retrisbusi 
pelayanan pasar.49 Penyelenggaraan fungsi pemerintah daerah akan terlaksana 
secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan 
pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup pada daerah yang mengacu 
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pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004tentang perimbangan keuangan 
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. 
       Salah satu sumber penerimaan daerah adalah pajak daerah dan retribusi 
daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah, pemerintah daerah diberi kewenangan untuk 
memungut retribusi pelayanan pasar. Pasar sebagai salah satu bagian dari 
aktivitas ekonomi wilayah memiliki fungsi dan peranan yang tidak terpisahkan 
dari kegiatan masyarakat. Perkembangan kehidupan perekonomian 
mempengaruhi tingkat konsumsi masyarakat harus didukung adanya fasilitas 
bagi masyarakat. Oleh karena itu perlu membentuk Peraturan Daerah 
Kabupaten Sidoarjo tentang Retribusi Pelayanan Pasar. 
b. Dasar hukum  
1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah 
Kabupaten/kota dalam lingkungan propinsi jawa timur sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965. 
2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. 
3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 
4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi 
daerah. 




      Obyek retribusi pelayanan pasar adalah penyediaan fasilitas pasar 
tradisional/sederhana berupa pelataran, los, kios dan toko gudang(togu) serta 
fasilitas laiinya yang dikelola oleh pemerintahan daerah dan khusu disediakan 
pedagang kecuali pelayanan pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan 
pihak swasta. 
       Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh 
pelayanan fasilitas pasar tradisional/sederhana yang dikelola pemerintah 
daerah. Yang wajib membayar retribusi adalah orang pribadi atau badan yang 
memanfaatkan fasilitas pasar. 
d. Tata cara pemungutan retribusi pelayanan pasar 
       Berdasarkan Pasal 10 Perda No. 7 tahun 2012 tentang retribusi pelayanan 
pasar sebagai berikut; 
1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang 
dipersamakan. 
2) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara 
bruto ke kas daaerah. 
e. Insentif pemungutan 
       Instansi yang melakukan pemungutan retribusi diberikan intensif atas dasar 
kinerja tertentu, ditetapkan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah. 




       Berdasarkan pasal 22 Perda No. 7 Tahun 2012 tentang retribusi pelayanan 
pasar menejlasakan sebagai berikut: 
1) Hak-hak pedagang pasar meliputi: 
a) Mendapatkan pelayanan tempat jual beli/ stand di pasar berdasarkan ijin 
penempatan stand yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten sidoarjo. 
b) Mendapatkan pelayanan lainnya, berupa pelayanan kemanan dan 
kebersihan di linngkungan pasar. 
2) Kewajiban pedangan pasar meliputi: 
a) Membayar retribusi pasar atas pelayanan pasar/pemeakaian fasilitas pasar 
sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 
b) Menjaga keamanan dan kebersihan dimasing-masing stand yang ditempati. 
c) Mentaati segala perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan 
dengan pengguanan fasilitas pasar. 
g. Ketentuan pidana 
      Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan 
keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama  tiga bulan atau pidana 
denda paling banyak tiga kali jumlah retribusi yang tidak / kurang bayar 
h. Ketentuan penyidikan  
       Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintahan Daerah 
diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak 




1) Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan 
berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar 
keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas. 
2) Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi 
atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan 
dengan tindak pidana Retribusi Daerah. 
3) Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi datau Badan 
sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah. 
4) Memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak 
pidana di bidang retribusi daerah. 
5) Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, 
pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan 
bukti tersebut. 
6) Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaa tugas penyidikan 
tindak pidana di bidang retribusi daerah. 
7) Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan 
atau tempat pada saat pemeriksaan sidang berlangsung dan memeriksa 
identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibahas. 
8) Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah. 
9) Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai 




10) Menghentikan penyidikan, dan/atau. 
11) Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidik tindak 




DESKRIPSI PEMBAYARAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR 
 DI PASAR LOAK/UNGGAS SIDOARJO 
 
A. Gambaran umum Pasar Loak/Unggas   
       Pasar loak/unggas yang tepatnya berada di Desa Larangan Kecamatan Candi 
Kabupaten Sidaorjo. Letaknya yang strategis dan mudah dijangkau oleh pengunjung. 
Pasar ini selalu ramai tidak pernah sepi, karena letak Pasar Loak/Unggas ini berada di 
belakang pasar Larangan Sidoarjo berada di depan jalan raya yang banyak dilalui 
kendaraan angkot, dari arah selatan jurusan ke Surabaya, dari arah utara jurusan 
Pasuruan. Selain itu pasar loak/unggas juga berdekatan terminal larangan, sehingga 
para pengunjung yang akan ke pasar Loak/Unggas mudah sekali transportasinya. 
       Meski pasar Loak/Unggas ini berada di Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo, 
namun pengunjungnya entah ini pedagangnya maupun pembelinya banyak yang dari 
luar kecamatan Candi, seperti daerah Tulangan, Tanggulangin, Krian, Gedangan, 
Buduran yang lari ke pasar Loak/Unggas, padahal di daerah tersebut juga ada pasar. 
Alasan ini karena lengkapnya barang atau hewan yang di jual di pasar Loak/Unggas 
ini berdasarkan pengakuan dari salah satu pedagang.1 
       Mayoritas para pedagang yang ada di pasar Loak/Unggas hampir 70% adalah 
orang orang madura yang pindah ke Sidoarjo untuk bekerja. Mereka kebanyakan sudah 
                                                          




berkeluarga dan kebanyakan bertempat tinggal di dekat pasar Loak/unggas. Pedagang-
pedagang tersebut melaksanakan aktivitasnya dari mulai dari pagi sampai sore hari.2 
1. Letak Geografis pasar Loak/Unggas 
       Pasar Loak/Unggas yang tepatnya berada di desa Larangan kecamatan Candi 
kabupaten Sidoarjo. Dipasar inimemiliki luas tanah 11.000 𝑀2. Secara gambaran 
umm lokasi pasar Loak/Unggas bila dilihat darai geografisnya berada diantara: 
Sebelah utara :jalan raya dan perum mega asri 
Sebelah selatan :sungai dan rumah warga desa tenggulunan 
Sebelah timur :TPS dan rel kereta api 
Sebelah barat :desa tenggulunan 
2. Jenis bangunan  
       Pasar Loak/unggas dibangun pada tahun 1993 yang lalu tepatnya di desa 
Larangan kecamatan Candi kabupaten Sidoarjo. Adapun bangunan yang ada di 
pasar Loak/Unggas di antaranya: 
Tabel 3.1 
Jenis Bangunan  
No Bangunan Jumlah 
1 Kios 165 
2 Los 131 
3 Mushollah 1 
4 IPAL 1 
5 WC 2  
 
                                                          




B. Struktur organisasi pengelola pasar Loak/Unggas sidoarjo 
Tabel 3.2 
STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANAAN 
TEKNIS DINAS (UPT) PASAR SIDOARJO 
      Sumber : data diambil dari dokumen upt pasar sidoarjo. 
       UPT Pasar Sidoarjo di pimpin oleh sutatyo, SH, Msi. Didalam UPT Pasar 
Sidoarjo mengawasi empat pasar, masing-masing pasar mempunyai pengawas 
sendiri. Kamito sebagai pengawas di pasar Larangan dan pasar buduran, Djuwito, 
S.Sos sebagai pengawas Pasar Loak/Unggas Sidoarjo, dan pengawas pasar sayur 
KEPALA PASAR SIDOARJO
SUTATYO, SH, Msi































dibawah pengawas ada bendahara, pengadministrasian, keamanan, juru pungut, 
kebersihan dan sopir.  
       Menurut pemaparan bendahara pasar loak/unggas Sidoarjo berikut nama-nama 
petugas yang ada di pasar loak/unggas Sidoarjo : 
1. Bendahara : Glendang 
2. Pengadministrasian  : Nuliagung 
3. Keamanan  : - 
4. Juru pungut : Bashori alwi 
5. Kebersihan  : Tenaga harian lepas (Heru kusmianto, Edi 
santoso, Arif rahman hakim) 
 
C. Praktik pembayaran Retribusi pelayanan pasar di pasar Loak/Unggas Sidoarjo 
       Untuk praktik pemungutan retribusi pelayanan pasar di pasar Loak/Unggas 
Sidoarjo adalah mengambil pungutan dari kios ke kios. Pengambilan pemungutan 
retribusi dimulai jam 08.00 WIB sampai sore hari, hal ini dikarenakan para 
pedagagang membuka dagangannya ada yang pagi, siang hari. Yang dilakukan oleh 
petugas (UPT pasar sidoarjo). Retribusi dipungut untuk setiap kios yang beroperasi 
saja, apabila kios sedang tutup maka retribusi tidak akan di pungut. Setiap 
pembayaran retribusi akan diberikan karcis atau bukti pembayaran retribusi.  
Nominal retribusi pelayanan pasar dipungut berdasarkan perda No 7 tahun 2012 




pasar yang diatur dalam perbup nomor 22 Tahun 2017 tentang retribusi pelayanan 
pasar, perubahan tarif retribusi pelayanan pasar ini di berlakukan mulai tanggal 1 
Agustus 2017. 
       Bentuk pelayanan yang diberikan oleh petugas (UPT Pasar Sidoarjo) atas 
pembayaran retribusi pelayanan pasar diantaranya adalah izin menempati stand, 
pembersihan pasar yang dilakukan pada pagi hari jam 06.00 sampai jam 07.00. 
untuk pelayanan keamanan petugas (upt pasar sidaorjo) tidak memberikan 
pelayanan keamanan melainkan para pedagang membayar orang(swadaya) untuk 
membayar keamanan pasar.3 
       Dan menurut pemaparan pedagang mengenai retribusi pelayanan pasar ini, 
dinilai cukup memberatkan dengan tarif yang lumayan tinggi. Hali ini disebabkan 
pendapatan yang tidak menetu yang dialami oleh pedaganagn. Disamping itu 
faktor cuaca juga sangat berperan penting, terutama di musim hujan sehingga 
mempengaruhi minat pembeli yang semula ingin pergi ke pasar tak jadi ke pasar 
dikarenakan hujan. 
       Disamping itu penawaran pembeli terhadap barang dagangan juga di nilai 
cukup rendah, sehingga mempengaruhi keuntungan pedagang. Dari beberapa alasan 
diatas dirasa cukup memberatkan pedagang, karena pendapatan mereka yang sering 
kali tidak menentu. Akan tetapi jika memang untuk pelayanan dan pembangunan 
pasar maka pedagang merelakannya, karena pedagang berharap dengan dengan 
                                                          




adanya pemungutan retribusi pelayanan pasar ini, akan semakin baik pula untuk 
perkembangannya, pelayanan dan pembangunan yang ada di pasar Loak/Unggas 
Sidoarjo. 
      Didalam lapangan penulis juga melakukan wawancara kepada disperindag 
Sidoarjo yang khususnya bidang pasar. 
       Pertama, wawancara kepada pak Nur Hadi selaku kasi 3 bidang pasar, beliau 
mengungkapkan bahwa pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan pasa di pasar 
Loak/unggas Sidoarjo dilaksanakan oleh UPT Pasar Sidoarjo. Yang 
pelaksanaannya pemungutan retribusi pelayanan pasar dilakukan setiap hari dan 
unntuk stand yang tutup tidak dikenakan retribusi pelayanan pasar. Dan pelayanan 
yang didapat dari pembayaran rettribusi pelayanan pasar adalah yang pertama, 
mendapatkan izin berdagang atau menempati stand yang kedua, mendapatkan 
pelayanan lainnya yaiti pelayanan kebersihan dan pelayanan keamanan.4 
       Di dalam lapangan penulis melakukan wawancara kepada pedagang tetang 
pelayanan yang telah diberikan petugas (upt pasar Sidoarjo) atas pembayaran 
retribusi pelayanan pasar yang meliputi. 
       Pertama Joehary firmansyah pedagang burung dan pakan burung 
mengungkapan merasa tidak puas atas Pelayanan yang diberikan oleh petugas, 
karena pelayanan kebersihan yang seharusnya dilakukan setiap hari ternyata di hari 
                                                          




minggu tidak melaksanakan pembersihan pasar tetapi tetap meminta pemungutan 
retribusi pelayanan pasar, disini saya merasa hak saya belum terpenuhi. 5 
       Kedua, udin pedagang makanan dan lampu mengungkapan bahwa setiap hari 
minggu petugas tidak membersihkan pasar tetapi tetap meminta pemungutan 
retribusi, cak din juga mengungkapkan bahwa dari dulu memang di hari minggu 
upt pasar tidak membersihkan pasar tetapi tetap memungut retribusi pelayanan 
pasar. bahkan cak din rela membayar iuran kebersihan lagi untuk pembersihan 
khusus di hari minggu. 6 
       Ketiga,  joko pedagang jual beli burung, mengungkapkan bahwa pemungutan 
retribusi pelayanan pasar dilakukan setiap hari dari hari senin sampai minggu tetapi 
pelayanan kebersihan pada hari minggu libur tetapi pelayanan kebersihan yang 
diberikan pada hari senin sampai sabtu sudah cukup baik.7 
       Keempat, kotib karyawan penyembelih ayam, mengungkapkan bahwa 
pelayanan pasar pada hari minggu libur tetapi tetap meminta pemungutan retribusi 
pelayanan pasar.8 
       Kelima, arif wijaya pedagang burung juga mengungkapkan bahwa pemungutan 
retribusi pelayanan pasar di lakukan setiap hari dan untuk pelayanan kebersihan 
                                                          
5   Juhary,(pedagang pasar loak/ungags Sidoarjo), Wawancara, Sidoarjo, Tanggal 6 Juni 2017. 
6   Udin, (pedagang pasar loak/unggas Sidoarjo), wawancara,Sidoarjo Tanggal 22 Oktober 2017.  
7   Joko, (pedagang pasar Loak/Unggas Sidoarjo), wawancara, Sidoarjo, Tanggal 22 Oktober 2017. 




dilakukan dari hari senin sampai sabtu, pada hari minggu pelayanan kebersihan 
libur.9 
       Didalam lapangan penulis juga melakukan wawancara kepada petugas (upt 
pasar sidoarjo) yang meliputi 
       Pertama, Glendang bendahara pasar loak/unggas sidoarjo mengungkapan 
bahwa hasil pungutan retribusi pelayanan pasar setelah terkumpul akan disetorkan 
PAD lewat bank jatim. Dan mengungkapkan bahwa ketidak maksimalan pelayanan 
yang diberikan kepada pedagang dikarenakan kurangnya personil dan rendahnya 
gaji THL(tenaga harian lepas) dibandingkan dengan jam kerja dan kewajiban yang 
harus dilaksanakan. Sedangkan rata-rata sampah pasar Loak/Unggas Sidoarjo 
sebanyak 3 kubik per hari.10 
       Kedua, Sutatyo selaku kepala unit pelaksanaan teknis pasar sidoarjo 
mengungkapkan bahwa pelaksanaan pemungutan dilaksanakan petugas yang 
berkewajiban di pasar Loak/Unggas Sidoarjo, dari pagi jam 08.00 pagi sampai 
selesai. 11 
                                                          
9   Arif, (pedagang pasar Loak/Unggas Sidoarjo), wawancara, Sidoarjo, Tanggal 22 Oktober 2017. 
10   Glendang,(upt pasar sidoarjo), wawancara, Sidoarjo, Tanggal 31 oktober 2017. 
11   Sutatyo, (Upt pasar Sidoarjo), wawancara, Sidoarjo, Tnggal 31 Oktober 2017. 
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BAB IV 
ANALISIS HUKUM ISLAM DAN PERDA NO 7 TAHUN 2012  
TERHADAP RETRIBUSI PELAYANAN PASAR  
DI PASAR LOAK/UNGGAS SIDOARJO 
A. Analisis Pembayaran Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Loak/Unggas Sidoarjo 
       Otonomi daerah merupakan Aplikasi dari suatu kebijakan yang menetapkan 
bahwa kabupaten maupun kota sebagai titik beratnya. Inti dari pelaksanaan 
otonomi daerah adalah upaya untuk memaksimalkan hasil yang dicapai sekaligus 
menghindari kerumitan dan hal-hal yang menghambat pelaksanaan otonomi 
daerah.  
       Dengan demikian tuntutan masyarakat dapat diwujudkan secara nyata dengan 
penerapan otonomi daerah dan kelangsungan pelayanan umum tidak diabaikan. 
Meskipun bukan kategori penerimaan retribusi yang utama, namun retribusi 
pelayanan pasar Kabupaten Sidoarjo memiliki peranan yang cukup penting, yakni 
sebagai salah satu penyumbang dalam penerimaan retribusi daerah pada khususnya 
dan PAD pada umumnya.  
       Retribusi pasar atau retribusi pelayanan pasar merupakan salah satu jenis 
retribusi jasa umum yang keadaannya cukup dimanfaatkan oleh masyarakat. 
Menurut penjelasan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 yang dimaksud 
pelayanan pasar adalah fasilitas pasar tradisional atau sederhana berupa pelataran, 
los, kios, yang dikelola Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang. 




Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan 
pihak swasta. 
       Sebagaimana sudah dijelaskan dalam bab III, dalam pengambilan retribusi 
pelayanan pasar di Pasar Loak/Unggas Sidoarjo oleh upt pasar Sidoarjo. 
Pemungutan tersebut diambil setiap hari, setiap pagi sampai sore, retribusi hanya 
dikenakan pada stand-stand yang beroperasi, besar tarif bermacam-macam 
berdasarkan ukuran stand masing-masing. 
       Dalam perjanjian sewa disini terdapat beberapa pihak yakni pihak pertama 
adalah orang yang membayar retribusi (para pedagang) dan pihak kedua adalah 
orang yang menerima retribusi (upt pasar Sidoarjo). Pada awal perjanjian dimulai, 
upt pasar Sidoarjo mengemukakan bahwa untuk dapat menggunakan fasilitaas 
yang telah disediakan pemerintah (stand) dan mendapatkan pelayanan lainnya 
yaitu pelayanan keamanan dan pelayanan kebersihan. Maka para pedagang harus 
memenuhi aturan yang telah ditentukan yakni membayar uang retribusi pelayanan 
pasar yang telah ditentukan pada saat kios beroperasi.  
       Untuk praktik pemungutan retribusi pelayanan pasar di Pasar Loak/Unggas 
Sidoarjo adalah dengan pungutan dari stand ke stand. Pengambilan pungutan 
retribusi pelayanan pasar dilakukan mulai jam 08.00 WIB sampai sore hari 
dikarenakan waktu pedagang membuka stand yang tidak menentu. Yang dilakukan 
oleh petugas (upt pasar sidaorjo) secara bergantian. Retribusi dipungut untuk setiap 




       Di dalam pelaksanaan pelayanan kebersihan yang diberikan oleh upt pasar 
Sidoarjo. Petugas (upt pasar Sidoarjo) setiap hari senin – sabtu  jam 06.00 sampai 
selesai, tetapi pada hari minggu petugas (upt pasar Sidoarjo) libur atau tidak 
membersihkan pasar tetapi pemungutan retribusi pelayanan pasar masih tetap 
dilaksanakan meskipun hari minggu.  
       Di samping itu untuk pelayanan keamanan, petugas (upt pasar Sidoarjo) tidak 
memberikan pelayanan tersebut tetapi para pedagang membayar seeseorang atau 
yang mereka sebut swadaya untuk memberikan pelayanan keamanan pasar 
Loak/Unggas Sidoarjo.  
       Di dalam pelaksanaannya upt pasar sidoarjo melakukan pemungutan retribusi 
pelayanan pasar setiap hari dari hari senin sampai hari minggu. Dan pelaksanaan 
pelayanan yang diberikan dari pembayaran retribusi pelayanan pasar adalah yang 
pertama,  izin menempati/berjualan di stand, dan yang kedua, pelayanan lainnya 
yaitu pelayanan kebersihan dan pelayanan keamanan. Pelayanan kebersihan 
dilaksanakan pada hari senin sampai sabtu dan pada hari minggu libur, disini 
membuat penulis mengalami kejanggalan karena sseharusnya pelayanan kebersihan 
yang diberikan dari pembayaran retribusi pelayanan pasar dilaksanakan setiap hari 
dari hari senin sampai minggu karena pemungutan retribusi pelayanan pasar 
dilaksanakan dari hari senin sampai minggu. tetapi pada praktiknya pelayanan 




B. Analisis Hukum Islam dan Perda No 7 Tahun 2012 terhadap Pembayaran Retribusi 
Pelayanan Pasar  di Pasar Loak/Unggas Sidoarjo  
1. Analisis Hukum Islam terhadap pembayaran Retribusi Pelayanan pasar Pasar 
Loak/Unggas Sidoarjo 
 
      Di dalam istilah Hukum Islam orang yang menyewakan disebut dengan 
“mu’jir”, sedangkan orang yang menyewa disebut dengan “musta’jir”, benda yang 
disewakan di istilahkan dengan “ma’jur” dan uang sewa atau imbalan atas 
pemakaian manfaat barang tersebut disebut dengan “Ujrah”.  ijara<h ada dua jenis. 
Jenis yang pertama adalah ijara<h yang berlangsung atas manfaat yang berasal dari 
benda tertentu atau dari benda yang disebutkan ciri-cirinya. Jenis yang kedua 
adalah menyewa (mengupah) orang untuk pekerjaan tertentu.1 Dikatakan dalam 
bentuk ija>rah  karena, karena Upt pasar Sidoarjo memberikan manfaat jasanya dan 
manfaat jasa tersebut pedagang pasar merasa terbantu karena mendapatkan izin 
menempati stand dan mendapat pelayanan keamanan dan kebersihan. 
       Sewa menyewa sebagaimana perjanjian lainnya, adalah merupakan perjanjian 
yang bersifat konsensual , yakni perjanjian ini mempunyai kekuatan hukum yaitu 
pada saat sewa-menyewa berlangsung, dan apabila akad sudah berlangsung, maka 
pihak yang menyewakan (Mu’ji<r) berkewajiban untuk menyerahkan barang 
(Ma’ju<r) kepada pihak penyewa (Musta’ji<r), dan dengan diserahkannya manfaat 
                                                          





barang/benda maka pihak penyewa berkewajiban pula untuk menyerahkan uang 
sewanya (Ujrah).2 
       Al Ija>rah  ialah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan 
penggantian.3Manakalah akad sewa menyewa telah berlangsung, penyewa sudah 
berhak mengambil manfaat. Dan orang yang menyewakan berhak pula mengambil 
upah, karena akad ini adalah mua’awadhad (penggantian)4 dalam penerapannya 
pemungutan retribusi telah berlangsung sejak awal pedagang menempati stand dan 
pembayaran pemungutan retribusi pelayanan pasar dipungut ketika pedagang 
membuka standnya. Dalam hal ini pemungutan retribusi pelayanan pasar adalah 
halal karena sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Az-Zukruf ayat 32. 
 ۡمُه
َ
أۡۡ ِفِۡ  مُهَتَشِيع َّمۡ مُهَن َيبۡ اَن  مَسَقۡ ُن 
َ
نَۡ ََِۚك بَرۡ َتَ  َحۡرۡ َنوُمِس  قَيٱِۡ ةٰوَي َ
 
لۡۡٱَۡۚ اَي  ن ُّلدۡ
ُۡتَ  َحۡرَوۡۗ ا ٗ ِير  خُسۡ اٗض  عَبۡمُهُض  عَبۡ َذِخَّتَ ِ
 
لّۡ ٰٖتَجَرَدٖۡض  عَبۡ َق  َوفۡ  مُهَض  عَبۡ اَن  عَفَرَو
َۡنوُعَم َيَۡا َّمِ  مۡٞ  يَۡخَِۡك بَر٣٢ۡ 
ۡ
Artinya: “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah 
menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, 
dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain 
beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian 
yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka 
kumpulkan (Q.S. Az-Zukhruf :32)5  
                                                          
2   Chairuman Pasaribu, Suwardi Lubis, Hukum Perjanjian Dalam Islam, (Jakarta:Sinar Grafika, 1994) 
52. 
3   Sayyid sabiq, Fikih Sunnah 13, terj Kamaludin A, (Bandung: PT Alma’arif, 1987), 7. 
4   Ibid, 8. 




       Dalam penerapannya pemugutan retribusi pelayanan pasar hampir memenuhi 
rukun dan syarat ija>rah dari rukun ija>rah yakni Mu’jir  dan Musta’jir  adalah orang 
yang melakukan akad sewa menyewa atau upah mengupah. Mu’jir  adalah orang 
menerima upah dan menyewakaan, Musta’jir adalah orang yang memberi upah untuk 
melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu.6 Dalam penerapan di pemungutan 
retribusi pelayanan pasar, Mu’jir adalah Upt pasar Sidoarjo sedangkan Musta’jir 
adalah para pedagang pasar Loak/Unggas Sidoarjo. 
       Kemudian,  Shigat ijab kabul adalah lafaz sewa atau kuli dan yang berhubungan 
dengannya, serta lafaz (ungkapan) apa saja yang dapat menunjukkan hal tersebut. 
Dalam hal ini Shigat antara Upt pasar Sidoarjo dan pedagang pasar Loak/Unggas 
Sidoarjo terjadi ketika pedagang ingin menempati stand akan dikenakan retribusi 
pelayanan pasar sesuai peraturan daerah yang berlaku. 
       Kemudian, Ujrah (upah) adalah Imbalan atau balas jasa atas sesuatu yang telah di 
ambil manfaatnya. Pembayaran upah merupakan suatu kewajiban yang harus 
diutamakan oleh orang yang menyewa atau mengupah seseorang untuk melakukan 
suatu pekerjaan. Pada penerapannya Upt pasar sidaorjo memungut retibusi pelayanan 
pasar setiap hari senin – minggu jam 08.00 sampai selesai. Hal ini sejalan dengan 
hadist dibawah ini. 
                                                          




 َيِجَْلْا اُوطَْعأ َمهلَسَو ِهْيَلَع ُهللَّا ىهلَص ِهللَّا ُلوُسَر َلَاق َلَاق َرَمُع ِنْب ِهللَّا ِدْبَع ْنَع ْنَأ َلْب َق ُهَرْجَأ 
 ُُهقَرَع هف َِيَ 
Artinya:Dari Abdullah bin Umar, ia berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, 
"Berilah upah kepada para pekerja sebelum keringatnya mengering." (H.R. 
Ibn Majah)7 
 
      Selanjutnya manfaat, manfaat dari hasil penggunaan aset dalam ija>rah obyek 
kontrak yang harus dijamin, karena ia rukun yang harus dipenuhi sebagai ganti dari 
sewa dan bukan aset itu sendiri. Dalam penerapannya upt pasar memberikan manfaat 
yang pertama, memberikan izin menempati stand yang kedua membrikan pelayanan 
keamanan dan kebersihan. Dalam praktiknya pelayanan kebersihan dilaksanakan 
setiap hari senin – sabtu dan pada hari minggu libur. Dalam praktik pemungutan 
retribusi pelayanan pasar pada hari minggu belum terpenuhi karena pelayanan 
kebersihan libur sehingga membuat pedagang kurang puas atas pelayanan yang 
diberikan dan merasa dirugikan. 
       Adapun syarat – syarat ija<rah yang harus dipenuhi yang pertama, Kerelaan dua 
pihak yang melakukan akad. Kalau salah seorang dari mereka dipaksa untuk 
melakukan Ijara<h, maka tidak sah. Kerelaan kedua belah pihak bisa diukur dengan bisa 
diukur saling butuhnya kedua belah pihak. Tetapi dalam hari minggu terdapat 
                                                          





pedagang yang tidak rela membayar karena pelayanan kebersihan tidak dilaksanakan. 




























لََوَۡۚ  مُكنِ  مٖۡضاََرتۡنَعٱَۡ َّللّۡۡاٗميَِحرۡ  مُِكبَۡنَكَ٢٩ۡ 
ۡ
Artinya:Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 
berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu 
membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu 
(Q.S. An-Nisa< : 29)8 
 
       Kemudian, Ija<rah (sewa-menyewa) tidak sah kecuali dari orang yang boleh 
bertindak (mengurusi harta), dengan berstatus sebagai seorang yang berakal, dewasa, 
merdeka dan bertindak lurus. Dalam penerapannya upt pasar berumur diatas 21 tahun 
dan para pedagang juga sebagian besar sudah berkeluarga. 
       Selanjutnya, hendaklah keadaan manfaat jasa yang disewakan itu diketahui, 
karena manfaat jasa tersebut adalah objek yang diakad, maka disyaratkan harus 
mengetahuinya sebagaimana jual beli. Dalam hal ini manfaat jasa sudah diketahui 
awal membuka stand yaitu mendapatkan izin menempati stand dan pelayanan lainnya 
yaitu mendapatkan pelayanan keamanan dan pelayanan kebersihan. 
       Kemudian, hendaklah status upah diketahui, karena ia adalah pengganti (alat 
tukar) dalam transaksi tukar menukar, sehingga ia harus diketahui sebagaimana harga 
                                                          




(barang dalam jual beli). Dalam penerapannya pemungutan retribusi pelayanan pasar 
status upah sudah jelas karena nominal upah berdasarkan Perda No 7 tahun 2012. 
       Hendaklah status manfaat jasa merupakan suatu manfaat yang mubah, maka tidak 
sah ijarah atas transaksi perzinaan, nyanyian, dan jual beli alat-alat permainan (yang 
melalaikan). Dalam hal ini sudah cukup jelas bahwa manfaat dari pemungutan 
retribusi pelayanan pasar mubah. 
       Kemudian, kondisi manfaat jasa bisa diambil secara penuh, sehingga tidak sah 
ija>rah atas sesuatu yang manfaatnya tidak bisa diambil. Dalam penerapannya manfaat 
dari pemungutan retribusi pelayanan pasar bisa diambil secara penuh tetapi pada hari 
minggu pelayanan kebersihan tidak dilaksanakan sehingga pedagang tidak bisa 
mengambil pelayanan kebersihan. 
       Hendaklah  manfaat yang disewakan adalah milik sah penjual jasa atau diizinkan 
olehnya, karena ija>rah adalah jual beli manfaat, maka hal itu disyaratkan dalam 
transaksi tersebut, seperti jual beli. Dalam penerapannya upt pasar sidoarjo adalah 
pengelola pasar Loak/Unggas Sidoarjo.  
       Kemudian rukun yang terakhir adalah hendaklah masa ijarah itu diketahui, 
sehingga tidak sah ija>rah untuk waktu yang tidak diketahui, karena ia menyebabkan 
perselisihan. Dalam hal ini penerapannya sudah jelas waktu atau masa sudah jelas 
yaitu per hari. 
       Didalam lapangan penulis menemukan kejanggalan yakni pelayanan kebersihan 




Karena pemungutan retribusi dilaksanakan setiap hari senin sampai minggu. Dari sini 
dapat disimpulkan bahwa praktik pemungutan pelayanan pasar yang ada di pasar 
Loak/Unggas sidoarjo tidak sejalan dengan rukun dan syarat ijara<h karena manfaat 
dari sewa-menyeawa jasa tersebut tidak sepenuhnya dilaksanakan atau kurang 
maksimal sehingga berakibat merugikan pengguna jasa, yakni para pedagang. 
2. Analisis Perda No 7 terhadap pembayaran retribusi pelayanan pasar 
       Retribusi merupakan pembayaran  wajib dari penduduk kepada Negara karena 
adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara perorangan. 
Jasa dari negara tersebut dapat dikatakan  bersifat langsun, yaitu hanya yang 
membayar retribusi yang menikmati balas jasa dari negara tersebut.9 
       retribusi daerah merupakan pungutan yang bersifat memaksa dan memberikan 
kontribusi timbal balik kepada wajib pajak.10 Sementara itu definisi yuridis retribusi 
daerah menurut ketentuan pasal 1 UU no 28 Tahun 2009, yaitu:  
“Retribusi daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai 
pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau 
diberikan oleh PemerintahDerah untuk kepentingan pribadi atau Badan.”11  
       Pengertian jasa menurut uraian diatas adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa 
usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya 
yang dapat dinikmati oleh orang atau badan.12 
                                                          
9   Marihot Pahala Siahaan, Hukum Pajak Elementer (Yogyakarta: Graha ilmu, 2010), 37. 
10   Roristua Pendiangan, Hukum Pajak, (Yogyakarta: Graha Ilmu,2015), 11. 
11   Pasal 1 UU no 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi, 9. 




        Retribusi pelayanan pasar termasuk dalam kategori jasa umum yaitu jasa yang 
disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan 
kemanfaatan umum, serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. 
       Berdasarkan Perda No 7 Tahun 2012, Retribusi Pelayanan Pasar dipungut sebagai 
pembayaran atas pelayanan pasar tradisional, sederhana, berupa pelataran, los, kios 
yang dikelola Pemerintahan Daerah dan khusu untuk pedagang. Obyek retribusi 
pelayanan pasar adalah penyediaan fasilitas tradisional/sederhana berupa pelatarab, 
los, kios dan toko serta fasilitas laiinya yang dikelola oleh Pemerinthan Daerah dan 
khusus disediakan untuk pedagang. 
       Adapun hak dan kewajiban pedagang pasar atas paembayaran retribusi pelayanan 
pasar. Berdasarkan pasal 22 Perda No. 7 Tahun 2012 tentang retribusi pelayanan pasar 
menejlasakan sebagai berikut: 
1) Hak-hak pedagang pasar meliputi: 
a) Mendapatkan pelayanan tempat jual beli/ stand di pasar berdasarkan ijin 
penempatan stand yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten sidoarjo. 
b) Mendapatkan pelayanan lainnya, berupa pelayanan kemanan dan kebersihan 
di linngkungan pasar.  
       Dalam penerapannya hak-hak pedagang belum terpenuhi sepenuhnya karena 
seperti hak mendapatkan pelayanan kebersihan pada hari minggu dan hak 
mendapatkan pelayanan keamanan belum tercapai. 




a) Membayar retribusi pasar atas pelayanan pasar/pemakaian fasilitas pasar 
sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 
b) Menjaga keamanan dan kebersihan dimasing-masing stand yang ditempati. 
c) Mentaati segala perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan 
dengan penggunaan fasilitas pasar.  
       Dalam penerapannya pedagang sudah cukup melaksanakan kewajibannya seperti 
membayar Retribusi pelayanan pasar, berusaha menjaga keamanan dan kebersihan 
standnya masing-masing, dan mentaati peraturan atau perundang-undangan yang 
berlaku. 
        Dalam penerapannya pemungutan retribusi pelayanan di pasa Loak/Unggas 
Sidoarjo. Setiap hari pedagang membayar retribusi pelayanan pasar.setelah itu upt 
pasar Sidoarjo memberikan izin menempati stand dan memberikan pelayanan 
kebersihan dan keamanan. Tetapi dalam praktinya pelayanan kebersihan pada hari 
minggu libur hal ini sudah tidak sejalan dengan pasal 22 ayat 1 point b tahun 2012. 
Sehingga berdampak pada pedagang yang merasa kurang puas atas pelayanan yang 
diberikan, dan merasa dirugikan.  
       Didalam lapangan penulis menemukan kejanggalan yakni pelayanan kebersihan 
pada hari minggu libur yang seharusnya dilaksanakan setiap hari senin sampai minggu. 
Karena pemungutan retribusi dilaksanakan setiap hari senin sampai minggu. Dari sini 




pasar Loak/Unggas Sidoarjo adalah melanggar ketentuan yang ada dalam perda no 7 





Dari hasil penelitian penulis maka dapat disimpulkan bahwa: 
1. Dalam praktik Pembayaran Retribusi Pelayanan Pasar Loak/Unggas Sidoarjo, 
pedagang menyewa stand ke UPT Pasar Sidoarjo dengan harga yang ada di 
Perda No 7 Tahun 2012, setelah itu pedagang bisa menempati stand dengan 
kesepakatan UPT Pasar Sidaorjo setiap hari memungut retribusi pelayanan 
pasar jam 08.00 sampai selesai, setelah itu UPT memberikan izin menempati 
stand dan memberikan pelayanan kebersihan dan kemanan. Namun pada hari 
minggu pelayanan kebersihan libur tetapi tetap dipungut retribusi pelayanan 
pasar. 
2. Menurut hukum Islam pratik pemungutan retribusi pelayanan pasar di Pasar 
Loak/Unggas Sidoarjo, tidak sah karena belum memenuhi rukun dan syarat 
ija>rah yaitu manfaat jasa belum bisa diambil secara penuh. Tidak sah bagi UPT 
Pasar Sidoarjo karena dalam ija>rah tersebut jika manfaatnya tidak bisa diambil 
oleh pedagng. Sedangkan menurut Perda No 7 Tahun 2017, praktik 
pemungutan Retribusi pelayanan pasar di Pasar Loak/Unggas melanggar 
hukum karena tidak memenuhi Pasal 22 ayat 1 poin b, Yaitu tidak memberikan 






Dengan adanya ketentuan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 di Pasar 
Loak/Unggas Sidoarjo, supaya lebih meningkatkan pengembangan dan 
pelayanan kepada masyarakat (para pedagang) sehingga tidak ada keraguan dan 
kejanggalan terhadap retribusi pelayanan pasar. 
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